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ABSTRAK

Musdalifa Kusuma R, 2015. Stambuk 105720553615, Analisis Penyusunan
Anggaran Belanja Daerah Berbasis Kinerja Pada Dinas Perumahan Kawasan
Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan, dibimbing oleh Naidah dan
Alamsjah.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui penyusunan anggaran belanja daerah
berbasis kinerja pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Provinsi Sulawesi Selatan. Metode yang digunakan adalah deskriptif yakni
menguraikan pelaksanaan penyusunan anggaran belanja daerah berbasis kinerja
yang diterapkan oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Provinsi Sulawesi Selatan.

Dari hasil analisis proses pelaksanaan penyusunan anggaran pada Dinas
Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan
dimulai dengan membuat rencana kerja untuk meénentukan prioritas dan plafon
anggaran sementara yang dijadikan sebagai dasar dalam membuat rencana kerja
dan anggaran pelaksanaan anggaran. Penyusunar anggaran berbasis kinerja pada
Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan
dalam setiap kegiatan telah dilakukan dengan baik serta sumber dana yang sudah
ditentukan dalam analisis belanja sudah sesuai dan efektif.

Kata Kunci : Analisis Penyusunan Anggaran Belanja Daerah



ABSTRACT

Musdalifa Kusuma R, 2015. Stambuk 105720553615, Performance-Based
Budgeting Analysis Based on Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan
Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan, guided by Naidah and Alamsjah.

This research was conducted to determine the preparation of performance-based
regional budget on Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Provinsi Sulawesi Selatan. The method used is descriptive which describes the
implementation of performance-based regional budgeting adopted by Dinas
Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan.

From the results of the analysis of the implementation process of budgeting on
Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan
starts with making a work plan to determine prionties and provisional budget ceilings
that are used as a basis in making work plans and budget implementation budget.
Performance-based budgeting at Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan
Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan in each activity has been carried out properly
and the source of funds that have been determined in_the analysis of spending is
appropriate and effective.

Keyword : Analysis of Regional Budget Arrangement
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah Indonesia saat ini telah berada pada era reformasi birokrasi
khususnya dalam sistem keuangan yang berfokus pada pendekatan kinerja.
Kinerja didasarkan pada kesinambungan antara input, proses, output dan
outcome yang diharapkan dapat menjadikan sistem pemerintahan yang
efektif, efisien, dan profesional. Dengan pendekatan kinerja, tidak ada lagi
program dan kegiatan yang dihasilkan oleh instansi pemerintah Indonesia
yang tidak memiliki tolok ukur kinerja, sehingga akan menciptakan
transparansi dan akuntabilitas.

Berpindahnya pola manajemen pemerintahan dalam dua dekade terakhir
yaitu dari orientasi proses menjadi berorientasi hasil telah ikut mereformasi
sistem pengelolaan keuangan negara baik di negara berkembang, termasuk
Indonesia. Reformasi di bidang penyusunan anggaran juga diamanatkan
dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang
memuat berbagai perubahan mendasar dalam pendekatan penyusunan
anggaran. Perubahan mendasar tersebut, meliputi aspek-aspek penerapan
pendekatan penganggaran dengan prospektif jangka menengah (medium
term expenditure framework), penerapan penganggaran secara terpadu
(unified budget), dan penerapan penganggaran berdasarkan kinerja
(performance budget). Dengan menggunakan pendekatan penyusunan

anggaran tersebut, maka penyusunan rencana kerjia dan anggaran



diharapkan akan semakin menjamin peningkatan keterkaitan antara proses
perencanaan dan penganggaran (planning dan budgeting).

Sejak ditetapkan dan diberakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 yang telah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintah Daerah, serta Undang-undang nomor 33 Tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah. Otonomi daerah yang luas yang telah diberikan kepada daerah
dengan tujuan agar pemerintah daerah dapat meningkatkan efisiensi,
efektivitas, dan akuntabilitas pemerintah daerah. Otonomi daerah
sebagaimana yang dimaksud dalam UU No. 23 Tahun 2014 adalah hak,
wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus
sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam
sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah meiakukan perubahan signifikan terutama dalam sistem
penganggaran dari sistem tradisional line item budgeting menjadi sistem
anggaran berbasis kinerja (performance based budgeting) yang diikuti
perubahan dalam bentuk struktur APBD (PERMENDAGRY!, 2006) Ketentuan
penerapan anggaran berbasis kinerja telah dinyatakan dalam Permendagri
No.13 tahun 2006 dan diubah lagi dengan Permendagri No. 59 tahun 2007
tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, yang kemudian diubah lagi
dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah untuk mengganti mode! /ine-item. Dalam peraturan ini,
disebutkan tentang penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan Satuan Kerja
Perangkat Daerah (RKA-SKPD). Adanya RKA-SKPD ini berarti telah

terpenuhinya kebutuhan tentang anggaran berbasis kinerja. Dimana



anggaran berbasis kinerja menuntut adanya output optimal atau pengeluaran
yang dialokasikan sehingga setiap pengeluaran harus berorientasi atau
bersifat ekonomi, efisien, dan efektif. Pemerintah diminta untuk menjadi
efisien dan efektif. Ini diartikan bahwa harus ada penekanan pada
pengendalian strategis, pengeluaran agregat dan pengaturan prioritas, seria
fasiltasi, efisiensi dan efektivitas melalui pendelegasian wewenang
manajemen dengan akuntabilitas untuk hasil yang optimal. Untuk mencapai
itu, para pengambil keputusan di semua tingkatan sektor publik
membutuhkan informasi lebih dan relevan sehingga berguna dalam
pengambilan keputusan.

Anggaran Berbasis Kinerja (Performance Based Budgeting) adalah
penyusunan anggaran yang didasarkan atas perencanaan kinerja, yang
terdiri dari program dan kegiatan yang akan dilaksanakan serta indikator
kinerja yang ingin dicapai oleh suatu entitas anggaran (budget entity).
Dengan penyusunan anggaran berbasis kinerja diharapkan rencana dan
program-program pembangunan yang disusun dapat mengarah kepada
terwujudnya sasaran yang telah ditetapkan, dicapainya hasil yang optimal
dari setiap investasi yang dilakukan guna meningkatkan kualitas pelayanan
publik, tercapainya efisiensi serta peningkatan produktifitas di dalam
pengelolaan sumber daya dan peningkatan kualitas produk serta jasa untuk
mewujudkan kesinambungan pembangunan dan kemandirian nasional
mendukung alokasi anggaran terhadap prioritas program dan kegiatan yang
akan ditaksanakan.

Menurut Hou (2010) desain performance based budgeting didasarkan

pada pemikiran bahwa memasukkan ukuran kinerja dalam anggaran akan



mempermudah pemantauan terhadap program untuk melihat seberapa baik
pemerintah telah mencapai oufcome yang dijanjikan dan diinginkan.

Prastowo (2014) menyatakan bahwa indikasi keberhasilan anggaran
berbasis kinerja adalah terjadinya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan
masyarakat sosial welfare yang semakin baik, kehidupan demokrasi yang
semakin maju, keadilan, pemerataan, serta adanya hubungan yang serasi
antara pusat dan daerah serta antar daerah. Keadaan tersebut hanya akan
tercapai apabila lembaga sekior publik dikelola dengan memperhatikan
ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Reformasi dalam pengelolaan anggaran
negara membutuhkan dukungan sistem penganggaran yang lebih responsif.
Dengan_demikian memfasilitasi tuntutan peningkatan kinerja, dalam artian
dampak pembangunan, kualitas layanan, dan efisiensi pemanfaatan sumber
daya.

Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) di Indonesia mempunyai
tantangan yang lidak mudah karena berubahnya dalam sistem anggaran.
Tantangan yang lebih berat adalah mengubah mind set yang tidak hanya
pada lingkungan Pemerintah (eksekutif), tetapi juga Dewan Perwakilan
Rakyat (DPR) sebagai lembaga legisiatif. Mind set DPR dalam rangka
pembahasan dan penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)
diharapkan juga berubah menjadi output base, tidak lagi input base. Selain itu
Anggaran pada instansi pemerintah yang berfungsi sebagai alat perencanaan
dan alat pengendalian, juga berfungsi sebagai instrumen akuntabilitas publik
atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program yang
dibiayai dengan uang publik. Sebagai alat akuntabilitas publik, penggunaan

anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan dengan menggunakan hasil



dari dibelanjakannya dana publik tersebut, sehingga pada akhirnya dapat
diperoleh gambaran mengenai kinerja instansi pemerintah.

Berdasarkan uraian terkait pentingnya penerapan anggaran berbasis
kinerja sebagai salah satu bentuk reformasi keuangan di Indonesia, maka
penerapan anggaran berbasis kinerja menjadi sangat menarik untuk diteliti
dan tentunya dikaji lebih mendalam, maka yang menjadi obyek dalam
peneltian ini adalah Dinas Perumahan Kawasan Pemmukiman dan
Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan. Dimana dalam penyusunan anggaran
berbasis kinerja dianggap belum efektif. Alasannya karena belanja daerah
yang digunakan belum sesuai dengan anggaran belanja daerah. Oleh karena
itulah periu dilakukan penilaian faktor-faktor yang menyebabkan tidak
sesuainya belanja daerah yang telah ditetapkan oleh Badan Pengelolaan
Keuangan Daerah. Berdasarkan hal-hal di atas, peneliti termotivasi untuk
mefakukan penelitian yang berjudul “Analisis Penyusuman Anggaran
Belanja Daerah Berbasis Kinerja Pada Dinas Perumahan Kawasan

Permukiman dan Pertanaha”

. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masaiah di atas, maka dapat dirumuskan
masalah yaitu "Bagaimana penyusunan anggaran belanja daerah berbasis
kinerja pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang
sesuai dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011 ?°
. Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelfitian ini adalah untuk mengetahui penyusunan

anggaran belanja daerah berbasis kinerja pada Dinas Perumahan Kawasan



Permukiman dan Pertanahan yang sesuai dengan Permendagri No. 21
Tahun 2011.
D. Manfaat Penelitian
1. Manfaat Teoretis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih ilmu
pengetahuan terhadap dunia pendidikan dan kalangan akademisi
mengenai topik yang diteliti.
2. Manfaat Praktis
a. Bagi Peneiiti
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai
penyusunan anggaran belanja daerah berbasis kinerja.
b. Bagi Pemerintah
Penelitian ini dapat menjadi bahan informasi dan sebagai tambahan
bahan referensi juga perbaikan kinerja keuangan dimasa yang akan
datang.
¢. Bagi Universitas Muhammadiyah Makassar
Sebagai bahan referensi dan bacaan untuk pengembangan peneitian
selanjutnya,
d. Bagi Pihak Lain
Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah
pengetahuan dan sebagai acuan bagi peneliti lain yang akan

melakukan penelitian pada masalah yang sama.



BAB I
TINJAUAN PUSTAKA

A. Anggaran

1. Pengertian Anggaran
Anggaran merupakan suatu rencana pemerintah daerah yang memuat

rencana penerimaan maupun pengeluaran dalam periode tertentu. Anggaran

haruslah dikelola dengan baik agar sasaran yang telah ditetapkan dapat
dicapai.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
menyatakan bahwa anggaran adalah alat akuntabilitas, manajemen dan
kebijakan ekonomi.

Untuk lebih memahami pengertian anggaran beberapa ahli
mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

a. Menurut V.Wiratna Sujarweni (2015:28), anggaran adalah pertanggung
jawaban dari pemegang manajemen organisasi- untuk memberikan
informasi tentang segala aktivitas dan kegiatan organisasi untuk
memberikan informasi tentang segala aktivitas dan kegiatan organisasi
kepada pihak pemilik organisasi atas pengelolaan dana publik dan
pelaksanaan berupa rencana-rencana program yang dibiayai dengan
uang publik.

b. Heriadi, Yanuar dan lcuk (2010), menyatakan anggaran adalah estimasi
yang akan dicapai selama periode tertentu yang dinyatakan dalam ukuran

finansial.



c. Menurut Pramono H, dkk. (2010), yang dimaksud dengan anggaran
adalah: “Pernyataan tentang estimasi kinerja yang akan dicapai selama
periode tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial”. Hal ini berarti
bahwa anggaran tersebut merupakan besaran biaya yang akan
digunakan dalam pencapaian kinerja dalam satu periode tertentu.

d. Nafarin (2013), menyatakan bahwa anggaran merupakan rencana tertulis
mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan dalam suatu uang,
tetapi dapat juga dinyatakan dalam satuan barang/jasa.

e. Sasongko dan Parulian (2015), Anggaran adalah rencana kegiatan yang
akan dijalankan oleh manajemen dalam satu periode yang tertuang
secara kuantitatif.

f. Freeman dalam Deddi Nordiawan (2008), Anggaran adalah sebuah
proses yang dilakukan organisasi sektor publik untuk mengaiokasikan
sumber daya yang dimilikinya pada kebutuhan-kebutuhan yang terbatas.

g. Anggaran menurut Munandar (2007), adalah “Bushiess Budget (anggaran
perusahaan) atau budget (anggaran) adalah suatu rencana yang disusun
secara sistematis, meliputi seluruh kegiatan perusahaan, yang dinyatakan
dalam satuan (unit moneter), dan beraku untuk jangka waktu tertentu
yang akan datang”.

Rencana yang disusun dinyatakan dalam bentuk unit moneter, maka
anggaran sering kali disebut juga dengan rencana keuangan. Anggaran
adalah satuan kegiatan dan satuan uang menempati posisi penting arti
segala kegiatan akan dikuantifikasikan dalam satuan uang, sehingga dapat
diukur pencapaian efisiensi dan efektivitas dari kegiatan yang dilakukan.

Penganggaran merupakan komitmen manajemen yang terkait dengan



harapan manajemen tentang pendapatan, biaya dan beragam transaksi

keuangan dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang.

Mattola (2011) memberikan empat dimensi dari pengertian anggaran,
yakni sebagai berikut :

1) Rencana: Anggaran merupakan rencana yang telah disusun untuk
memberikan arah bagi perusahaan di masa yang akan datang.

2) Mencakup seluruh kegiatan perusahaan yaitu semua kegiatan yang akan
dilakukan oleh seluruh bagian yang ada dalam perusahaan. Anggaran
berfungsi sebagai pedoman kerja sehingga harus mencakup seluruh
kegiatan perusahaan.

3) Satuan moneter. Anggaran dinyatakan dalam unit moneter yang dapat
diterapkan pada berbagai kegiatan perusahaan yang beraneka ragam.
Satuan moneter berguna untuk menyeragamkan semua kegiatan
perusahaan ~ yang beraneka ragam sehingga mudah untuk
diperbandingkan dan dianalisa.

4) Jangka waktu tertentu. Anggaran disusun untuk jangka waktu tertentu
yang akan datang sehingga memuat taksiran-taksiran tentang segala
sesuatu yang akan terjadi dan akan dilakukan dimasa mendatang.
Anggaran (Budget} dan Penganggaran (Budgeting) mempunyai arti yang

berbeda. Anggaran merupakan kata benda, yakni hasil yang diperoleh

setelah menyelesaikan tugas perencanaan. Sedangkan penganggaran
menunjukkan suatu proses, sejak dari tahap persiapan yang diperlukan
sebelum dimulainya penyusunan rencana, pengumpulan berbagai data dan

infformasi yang perlu, pembagian tugas perencanaan, penyusunan
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rencananya sendiri, implementasi dari rencana tersebut, sampai pada

akhirnya tahap pengawasan dan evaluasi dari hasil melaksanakan rencana.

Dari beberapa penjelasan di atas sehingga dapat diambil kesimpulan
bahwa anggaran (Budget) adalah perencanaan yang menggambarkan
rencana kerja selama periode tertentu dalam bentuk kuantitatif dari sebuah
organisasi yang digunakan sebagai alat pengendali keuangan organisasi
tersebut.

Anggaran dihasilkan oleh proses penyusunan anggaran. Pemakaian
anggaran memberikan beberapa keunggulan pada organisasi atau unit
organisasi yang memakainya, menurut Supriyono dan Mulyadi (2002)
sebagai berikut :

a) Menyediakan suatu pendekatan disiplin untuk menyelesaikan masalah.

b) Membantu manajemen membuat studi awal terhadap masalah-masalah
yang dihadapi oleh suatu organisasi dan membiasakan manajemen untuk
mempeiajari dengan seksama suatu masalah sebelum diputuskan.

c) Menyediakan cara-cara untuk memformalisasi usaha perencanaan.

d) Menutup kemacetan potensial sebelum kemacetan tersebut terjadi.

e) Mengembangkan iklim "sadar laba” dalam perusahaan, mendorong sikap
kesadaran terhadap pentingnya biaya dan memaksimalkan pemanfaatan
sumber-sumber perusahaan.

f) Membantu mengkoordinasikan dan mengintegrasikan penyusunan
rencana operasi berbagai bagian yang ada pada organisasi sehingga
keputusan akhir dan rencana-rencana tersebut dapat terintegrasi dan

komprehenship.



g)

h)

)
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Memberikan kesempatan kepada organisasi untuk meninjau kembali
secara sistematis terhadap kebijaksanaan dan pedoman dasar yang
sudah ditentukan.

Mengkoordinasikan, menghubungkan, dan membantu mengarahkan
investasi dan semua usaha-usaha organisasi ke saluran yang paling
menguntungkan.

Mendorong suatu standar prestasi yang tinggi dengan membangkitkan
semangat bersaing yang sehat, menimbulkan perasaan berguna, dan
menyediakan perangsang (insentif) untuk pelaksanaan yang efektif.
Menyediakan tujuan atau sasaran yang merupakan alat pengukur atau
standar untuk mengukur prestasi dan ukuran pertimbangan manajemen
dan sikap eksekutif secara individual.

Meskipun anggaran memiliki banyak keunggulan, namun anggaran juga

memliki beberapa keterbatasan Supriyono dan Mulyadi (2002) sebagai

berikut :

a.

Perencanaan dan anggaran didasarkan pada estimasi atau proyeksi yang
ketepatannya terganiung kepada kemampuan pengestimasi atau
pemproyeksi.  Ketidaktepatan estimasi mengakibatkan manfaat
perencanaan tidak dapat dicapai.

Perencanaan dan anggaran didasarkan pada kondisi dan asumsi tertentu.
Jika kondisi dan asumsi yang mendasarinya berubah maka perencanaan
dan anggaran harus dikoreksi.

Anggaran berfungsi sebagai alat manajemen hanya jika semua pihak,
terutama para manajer, terus bekerja sama secara terkoordinasi dan

berusaha mencapai tujuan.
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d. Perencanaan dan anggaran tidak dapat menggantikan fungsi manajemen

dan "pertimbangan” manajemen.

2. Tujuan dan Manfaat Anggaran

Pada dasarnya bahwa tujuan pokok anggaran adalah memprediksi
transaksi dan kejadian finansial serta nonfinansial di masa yang akan datang,
dan mengembangkan setiap informasi yang akurat dan bermakna bagi
penerima anggaran.

Menurut Nafarin (2013) tujuan disusunnya anggaran adalah sebagai
berikut:

a. Digunakan sebagai landasan yuridis formal dalam memilih sumber

dan investasi dana.

b. Mengadakan pembatasan jumlah dana yang dicari dan digunakan.

c. Merasionalkan sumber dan investasi dana agar dapat mencapai hasil

yang maksimal.

d. Menyempurnakan rencana yang telah disusun karena dengan

anggaran menjadi lebih jelas dan nyata terlihat.

Dan beberapa tujuan diatas maka dapat disimpulkan bahwa secara
umum anggaran bertujuan untuk memberikan informasi kepada manajemen
dalam pengambilan keputusan dalam suatu organisasi.

Anggaran juga memiliki beberapa manfaat antara lain sebagai berikut

1} Anggaran merupakan hasil dari proses perencanaan, berarti

anggaran mewakili kesepakatan negosiasi di antara partisipan yang
dominan dalam suatu organisasi mengenai tujuan kegiatan di masa

yang akan datang.
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3)

4)
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Anggaran merupakan gambaran tentang prioritas alokasi sumber
daya yang dimiliki karena dapat bertindak sebagai blue print aktivitas
perusahaan.

Anggaran merupakan alat komunikasi internal yang menghubungkan
departemen (devisi) yang satu dengan departemen (devisi) lainnya
dalam organisasi maupun dengan manajemen puncak.

Anggaran menyediakan informasi tentang hasil kegiatan yang
sesungguhnya dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan.
Anggaran sebagai alat pengendalian yang mengarah manajemen
untuk menentukan bagian organisasi yang kuat dan lemah, hal ini
akan dapat mengarahkan manajemen untuk menentukan tindakan
koreksi yang harus diambil.

Anggaran mempengaruhi dan memotivasi manajer dan karyawan
untuk bekera dengan konsisten, efektif, dan efisien dalam kondisi
kesesuaian tujuan antara tujuan perusahaan dengan tujuan

karyawan.

3. Fungsi Anggaran

Anggaran memiliki beberapa fungsi. Menurut Deddi Nordiawan, dkk

(2008) menyatakan bahwa anggaran memiliki beberapa fungsi, yaitu :

a.

Anggaran sebagai alat perencanaan
Dengan adanya anggaran, organisasi tahu apa yang harus dilakukan
dan kearah mana kebijakan akan dibuat.

Anggaran sebagai alat pengendalian
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Dengan adanya anggaran, organisasi sektor publik dapat menghindari
adanya pengeluaran yang terlalu besar (overspending) atau adanya
penggunaan dana yang tidak semestinya (misspending)

c. Anggaran sebagai alat kebijakan
Melalui anggaran, organisasi sektor publik dapat menentukan arah
atau kebijakan tertentu.

d. Anggaran sebagai alat politik
Dalam organisasi sekior publik, komitmen pengelola dalam
melaksanakan program-program yang telah dijanjikan dapat dilihat
melalui anggaran.

e. Anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi
Melalui dokumen anggaran yang komprehensif, sebuah bagian, unit
kerja, atau departemen yang merupakan sub organisasi dapat
mengetahui apa yang harus dilakukan dan juga apa yang akan
dilakukan oleh bagian/unit kerja lainnya.

f. Anggaran sebagai alat penilaian kinerja
Anggaran adalah suatu ukuran yang bisa menjadi patokan apakah
suatu bagianfunit kerja telah memenuhi target, baik berupa
terlaksananya aktivitas maupun terpenuhinya efisiensi biaya.

9. Anggaran sebagai alat motivasi
Anggaran dapat digunakan sebagai alat komunikasi dengan
menjadikan nilai-nilai nominal yang tercantum sebagai target
pencapaian.

Anggaran disusun untuk membantu manajemen dalam kegiatan

perencanaan dan pengendalian. Manajemen yang baik tidak ingin
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menghadapi periode yang akan datang dengan ketidakpastian. Peranan
anggaran pada suatu perencanaan merupakan alat untuk membantu
manajemen dalam pelaksanaan, fungsi perencanaan, koordinasi,
pengawasan dan juga sebagai pedoman keija dalam menjalankan
perusahaan untuk tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Ida Bagus (2010:49) anggaran telah menjadi alat manajemen
yang diterima untuk merencanakan dan mengendalikan aktivitas organisasi.
Anggaran diterapkan dengan berbagai tingkatan dan beberapa fungsi antara
lain:

a) Anggaran merupakan hasil akhir dari proses  perencanaan

perusahaan.

b) Anggaran merupakan cetak biru perusahaan untuk bertindak, yang
mencerminkan prioritas manajemen dalam alokasi sumber daya
organisasi.

c) Anggaran bertindak sebagai suatu alat komunikasi internal yang
menghubungkan beragam departemen atau divisi organisasi antara
satu dengan yang lainnya dan dengan manajemen puncak.

d) Dengan menetapkan tujuan dalam kriteria kinerja yang dapat diukur,
anggaran berfungsi sebagai standar terhadap mana hasil operasi
actual dapat dibandingkan.

e) Anggaran berfungsi sebagai alat pengendalian yang memungkinkan
manajemen untuk menemukan bidang-bidang yang menjadi
kekuatan.

Sedangkan Menurut Rudianto (2009:6) anggaran memiliki dua fungsi

utama yaitu:



16

1} Alat Perencanaan

2)

Anggaran memberikan sasaran dan arah yang harus dicapai oleh

setiap bagian organisasi di dalam suatu periode waktu tertentu.

Karena itu dalam fungsi perencanaan, anggaran memiliki beberapa

manfaat yang saling terkait satu dengan lainnya yaitu :

(a) Memberikan pendekatan yang terarah dan terintegrasi kepada
seluruh anggota organisasi.

(b) Menciptakan suasana organisasi yang mengarah kepada tujuan
umum.

(c) Mendorong seluruh anggota organisasi untuk memiliki komitmen
mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

(d) Mengarahkan penggunaan seiuruh sumber daya pada kegiatan
yang paling menguntungkan.

{e) Mendorong pencapaian standar prestasi yang tinggi bagi seluruh
anggota organisasi.

Alat Pengendalian

Anggaran berfungsi sebagai suatu standarftolok ukur manajemen.

Sebagai suatu standar, anggaran digunakan untuk menilai kegiatan

yang dilaksanakan setiap bagian manajemen telah sesuai dengan

standar yang telah ditetapkan atau tidak. Jika realisasi pelaksanaan

setiap bagian manajemen lebih baik dari anggaran, maka dapat dinilai

bahwa bagian tersebut telah berhasil mencapai rencana yang telah

ditetapkan. Karena itu dalam fungsi pengendalian, anggaran memiliki

beberapa manfaat yang saling terkait satu dengan lainnya, yaitu :
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(a) Berperan sebagai tolok ukur atau standar bagi kegiatan
organisasi,

(b) Memberikan kesempatan untuk menilai dan mengevaluasi secara
sistematis setiap segi atau setiap aspek organisasi.

{c) Mendorong pihak manajemen secara dini mengadakan peneiahan

terhadap masalah yang dihadapi.

4. Tahapan Penyusunan Rancangan Anggaran Daerah

Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 menetapkan tahapan penyusunan

anggaran daerah sebagai berikut :

Pemerintah daerah menyampaikan kebijakan umum anggaran (KUA)
tahun anggaran berkutnya sejalan dengan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai landasan penyusunan RAPBD
kepada DPRD selambat-lambatnya pertengahan .Juni tahun berjalan.
DPRD membahas kebijakan umum APBD yang diajukan oleh
pemerintah daerah dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun
anggaran berikutnya.

Berdasarkan kebijakan umum APBD yang telah disepakati dengan
DPRD, pemerintah daerah bersama DPRD membahas prioritas dan
plafon anggaran sementara (PPAS) untuk dijadikan acuan bagi setiap
SKPD.

Dalam rangka penyusunan RAPBD, kepala SKPD selaku pengguna
anggaran menyusun rencana kerja dan anggaran SKPD tahun
berikutnya.

Rencana kerja SKPD disusun dengan pendekatan berdasarkan

prestasi kerja yang akan dicapai.
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f. Rencana kerja dan anggaran SKPD disampaikan kepada DPRD
untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD.
g. Hasil pembahasan RKA disampaikan kepada pejabat pengelola
keuangan daerah (PPKD) sebagai bahan penyusunan rancangan
peraturan daerah tentang APBD tahun berikutnya.
h. Pemerintah daerah mengajukan rancangan peraturan daerah tentang
APBD, disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya
kepada DPRD pada minggu pertama bulan Oktober tahun
sebelumnya.
i. DPRD rapat Penerimaan dan pengeluaran dalam rancangan
peraturan daerah tentang APBD.
J. Pengambilan keputusan oleh DPRD mengenai rancangan peraturan
daerah tentang APBD dilakukan selambat-tambatnya satu bulan
sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan.
Penyusunan rancangan APBD terkait erat dengan perencanaan yang
dilakukan di daerah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perencanaan pada
pemerintah daerah terdiri dari tiga kategori, yaitu Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD).

RPJMD untuk jangka waktu lima tahun merupakan penjabaran dari visi,
misi, dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman kepada
RPJP Daerah dengan memerhatikan RPJM Nasional dan standar pelayanan

minimal yang ditetapkan oleh pemerintah. RPJMD memuat arah kebijakan
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keuangan daerah, strategi, pembangunan daerah, kebijakan umum, dan
program SKPD, lintas SKPD, dan program kewilayahan. RPJMD ditetapkan
paling lambat tiga bulan setelah kepala daerah dilantik.

SKPD menyusun rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra-
SKPD yang memuat visi, misi, tujuan, strategis, kebijakan, program dan
kegiatan pembangunan yang bersifat indikatif sesuai dengan tugas dan
fungsinya masing-masing.

Pemerintah daerah menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari
RPJIMD dengan menggunakan bahan dari renja SKPD untuk jangka waktu
satu tahun yang mengacu kepada Rencana Kefja Pemerintah. Hal yang
dimaksud -dengan mengacu dalam ayat ini adalah untuk tercapainya
sinkronisasi,  keselarasan, koordinasi, integrasi, penyelenggaraan
pemerintahan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.
RKPD disusun ~untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara
perencanaan, pelaksanaan, penganggaran dan pengawasan. RKPD berisi
prioritas pembangunan daerah, rancangan kerangka ekonomi makro daerah,
arah kebijakan keuangan daerah, dan program SKPD, kewilayahan, dan
lintas kewilayahan yang memuat kegiatan dalam Kerangka Regulasi dan
Kerangka Anggaran.

Rencana kerja pemerintah daerah adalah rencana pembangunan jangka
menengah (RPJM) daerah dan mengacu pada rencana pembangunan jangka
panjang (RPJP) yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas
pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang
dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh

dengan mengajukan usul yang mengakibatkan perubahan jumiah (RKPD)
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merupakan penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah
(RPJM) daerah dan mengacu pada rencana pembangunan jangka panjang
(RPJP) yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas
pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang
dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh
dengan mendorong partisipasi masyarakat. Urutan kegiatan penyusunan
RKPD adalah sebagai berikut:

1) Penyiapan rancangan awal RKPD:

2) Penyiapan rancanganrencana kerja;

3) Musyawarah perencanaan pembangunan:;

4} Penyusunan rancangan akhir RKPD.

Kebijakan pemerintah daerah dan pemerintah pusat harus sinkron, maka
dari itu untuk mewujudkannya dengan penyusunan rancangan. Kebijakan
umum APBD (KUA) dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara pemerintah daerah dan
DPRD sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah
tentang penyusunan APBD, mengacu pada PP Pengelolaan Keuangan
Daerah, secara garis besar sebagi berikut :

a) Penyusunan rencana kerja pemerintah daerah.

b) Penyusunan rancangan kebijakan umum anggaran (KUA).

¢} Penetapan prioritas dan plafon anggaran sementara.

d) Penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Pemerintahan

Daerah (SKPD).
e) Penyusunan rancangan perda APBD.

f) Penetapan APBD.
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g) Pelaksanaan APBD.

KUA merupakan penjabaran rencana strategis daerah (Renstrada) yang

berisikan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan

strategis. Ahmad Yani (2013:79) mengemukakan bahwa kebijakan umum

APBD (KUA) berisi :

a.

c.

Target pencapaian kinerja yang terukur dari program-program yang
akan dilaksanakan oleh Pemda untuk setiap urusan pemerintah
daerah

Proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan
penggunaan pembiayaan dengan asumsi yang mendasarinya

Asumsi  yang mendasari  kebijagkan  anggaran  dengan
mempertimbangkan perkembangan ekonomi makrc dan perubahan
pokok-pokok kebijakan fiscal yang ditetapkan pemerintah

Kerangka ekonomi makro dan implikasinya terhadap sumber

pendanaan

Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) berisi :

1) Ringkasan kebijakan umum APBD

2) Proyeksi pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah. Proyeksi

anggaran ini memuat penjelasan tentang asumsi makro ekonomi yang
disepakati dan implikasi kemampuan fiscal daerah, kebijakan yang
ditempuh dalam upaya peningkatan pendapatan daerah, faktor-faktor
yang mempengaruhi tidak terjadinya atau terjadinya peningkatan
belanja daerah dan kebijakan pemerintah daerah di bidang

pembiayaan daerah

3) Prioritas program dan plafon anggaran
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4) Plafon anggaran menurut organisasi.

Prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) berisikan plafon
program untuk setiap urusan. Berdasarkan kebijakan umum APBD yang telah
disepakati, pemerintah daerah menyusun rancangan PPAS dengan tahapan
sebagai berikut:

a) Menentukan skala prioritas untuk urusan wajib dan urusan pilihan;

b) Menentukan urutan program untuk masing-masing urusan;

€} Menyusun plafon anggaran untukmasing-masing program. Kepala

daerah menyampaikan rancangan PPAS kepada DPRD untuk
dibahas paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran
berjalan.

Selanjutnya panitia anggaran DPRD membahas PPAS dengan tim
anggaran eksekutif untuk menyepakati PPAS menjadi prioritas dan plafon
anggaran (PPA). Tim anggaran eksekutif selanjutnya menyusun pedoman
penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah
(RKA-SKPD) berdasarkan nota kesepakatan KUA dan PPAS. RKA-SKPD
disusun dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka
menengah daerah, penganggaran terpadu, dan penganggaran berdasarkan
prestasi kerja. Pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah
dilaksanakan dengan menyusun prakiraan maju. Prakiraan maju berisi
perkiraan kebutuhan anggaran untuk program dan kegiatan yang
direncanakan dalam tahun anggaran berikutnya dari tahun anggaran yang
direncanakan.

Anggaran yang direncanakan dengan baik akan memudahkan dicapainya

target secara efektif. Sebaliknya anggaran yang tidak terencana dengan baik
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meskipun diimplementasikan dengan baik tidak akan mencapai hasil secara
efektif. Menurut Ahmad Yani (2013:80) Perencanaan belanja yang baik di
tandai dengan :
a. Adanya koherensi antara perencanaan belanja dalam APBD dengan
dokumen perencanaan daerah
b. Adanya standar satuan harga (SSH) yang merupakan standar biaya
per unit input
c. Adanya Analisis Standar Belanja (ASB) untuk menentukan kewajaran
belanja suatu program atau kegiatan
d. Adanya Harga Perkiraan Sendiri (owner estimate) untuk menentukan
kewajaran belanja modal yang pengadaannya ditenderkan.

e. Rendahnya tingkat senjangan anggaran belanja (budgetary slack)

B. Anggaran Berbasis Kinerja (Performance Budget)
1. Pengertian Anggaran Berbasis Kinerja

Anggaran merupakan suatu rencana pemerintah daerah yang memuat
rencana penerimaan maupun pengeluaran dalam periode tertentu. Anggaran
haruslah dikelola dengan baik agar sasaran yang telah ditetapkan dapat
dicapai.

Anggaran berbasis kinerja merupakan sebuah sistem perencanaan
program yang akan dilakukan pemerintah dengan menetapkan tolok ukur
kinerja sebagai pembanding dalam mencapai tujuan. Anggaran berbasis
kinerja ini disusun untuk membantu pemerintah dalam melakukan koordinasi
setiap kegiatan. Anggaran berbasis kinerja disusun untuk mengatasi berbagai

kelemahan yang terdapat dalam sistem anggaran tradisional, khususnya
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kelemahan yang disebakan oleh tidak adanya tolok ukur yang dapat
digunakan untuk mengukur kinerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran
pelayanan publik.

Menurut Halim dan Igbal (2012:173), mengatakan bahwa anggaran
berbasis kinerja merupakan penganggaran bagi manajemen untuk
mengaitkan setiap pendanaan yang dituangkan dalam kegiatan-kegiatan
dengan keluaran dan hasil yang diharapkan termasuk efisiensi dalam
pencapaian hasil dari keluaran tersebut. Keluaran tersebut dituangkan dalam
target kinerja pada setiap unit kerja.

Menurut Maria (2016) Anggaran berbasis kinerja didefinisikan sebagai
bentuk penganggaran dana asosiasi dialokasikan untuk mencapai hasil yang
terukur, sistem yang bertujuan untuk mengubah anggaran menjadi alat untuk
memaksimalkan efisiensi dan efektivitas untuk negara.

Menurut Mahmudi (2016), anggaran berbasis kinerja merupakan sistem
penganggaran yang dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara
anggaran (input) dengan keluaran (oufput) dan hasil- (outcorme) yang
diharapkan dari kegiatan dan program termasuk efisiensi dalam pencapaian
keluaran dan hasil tersebut.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dijelaskan pengertian anggaran
berbasis kinerja yaitu suatu pendekatan dalam penyusunan anggaran yang
dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan
keluaran yang diharapkan dari kegiatan dan hasil serta manfaat yang

diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut.
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Sedangkan pengertian anggaran berbasis kinerja lainnya menurut
Djayasingan (2015) adalah suatu sistem penyusunan anggaran yang
mengutamakan pencapaian hasil kerja (oufpuf) dari perencanaan alokasi
biaya atau input yang ditetapkan.

Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa
anggaran berbasis kinerja adalah sebuah sistem perencanaan,
penganggaran dan evaluasi yang mengutamakan pencapaian hasil kerja
(output/outcame} dari berbagai program dan kegiatan yang akan dicapai
sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas
yang terukur.

2. Prinsip Anggaran Berbasis Kinerja.

Menurut Halim dan Igbal (2012:178) dalam menyusun anggaran berbasis

kinerja periu memperhatiakan prinsip-prinsip penganggaran, yaitu :

a. Transparansi dan akuntabilitas anggaran.

Anggaran harus dapat menyajikan informasi yang jelas mengenai
tujuan, hasil, dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu
kegiataﬁ atau proyek yang dianggarkan. Masyarakat juga berhak
untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana ataupun
pelaksanaan anggaran tersebut.

b. Disiplin anggaran.

Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur
secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan,
sedangkan belanja yang dianggarkan pada setiap pos merupakan
batas tertinggi pengeluaran belanja. Penganggaran pengeluaran

harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan
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dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan
kegiatan atau proyek yang belum atau tidak tersedia anggarannya
dalam APBD/perubahan APBD.

¢. Keadilan anggaran.
Pemerintah daerah wajib mengalokasikan penggunaan anggaran
yang secara adil agar dapat dinikmati oleh seluruh kelompok
masyarakat tanpa diskriminasi dalam pemberian pelayanan, karena
daerah pada hakikatnya diperoleh melalui peran serta masyarakat,

d. Efisiensi dan efektivitas anggaran.
Penyusunan anggaran hendaknya dilakukan berandaskan asas
efisiensi, tepat guna, tepat waktu pelaksanaan, dan penggunaannya
dapat dipertanggungjawabkan. Dana yang tersedia harus
dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan
peningkatan dan kesejahteraan yang maksimal untuk kepentingan
masyarakat.

e. Disusun dengan pendekatan kinerja.
Anggaran yang disusun dengan pendekatan kinerja mengutamakan
upaya pencapaian hasil kera (outputioutcome) dari perencanaan
alokasi biaya dan input yang telah ditetapkan. Hasil kerjanya harus
sepadan atau lebih besar dari biaya input yang telah ditetapkan.
Selain itu harus mampu menumbuhkan profesionalisme kerja di setiap
organisasi kerja yang terkait.

Sedangkan menurut Haspiarti (2012), prinsip-prinsip yang digunakan

dalam penganggaran berbasis kinerja meliputi,

1) Alokasi anggaran berorientasi pada kinerja.
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2) Fleksibilitas pengelolaan anggaran untuk mencapai hasit dengan
tetap menjaga prinsip akuntabilitas.

3) Money follow function artinya bahwa setiap progam yang akan
dijalankan harus seirama dengan anggaran yang tersedia.

4) Function followed by structure. setiap melakukan apapun pasti

memiliki tujuan anggaran anggaran pun memiliki tujuan.

3. Karakteristik Anggaran Berbasis Kinerja

Karakteristik anggaran berbasis kinerjia menurut Nordiawan (2007) adalah

sebagai berikut :

a. Mengklasifikasikan akun-akun dalam anggaran berdasarkanfungsi
dan aktiviias dan juga berdasarkan unit organisasi dan rincian
belanja.

b. Menyelidiki dan mengkur aktivitas guna mendapatkan efisiensi
maksimum dan untuk mendapatkan standar biaya.

c. Mendasarkan anggaran untuk periode yang akan datang pada biaya
perunit ' standar - dikalikan dengan jumlah unit aktivitas yang
diperkirakan harus dilakukan pada periode tertentu.

Karakteristik utama dari anggaran berbasis kinerja menurut Deddi dan

Ayuningtyas (2010) sebagai berikut :

1) Pengelompokan anggaran berdasarkan program atau aktivitas.

2) Setiap program atau aktivitas dilengkapi dengan indikator kinerja yang
menjadi tolak ukur keberhasilan.

3) Pada tingkat yang lebih maju, pendekatan ini dicirikan sebagai

diterapkannya unit costing untuk setiap aktivitas. Dengan demikian
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total anggaran untuk suatu organisasi adalah Jumlah dari perkalian
dari biaya standar per unit unit aktivitas yang diperkirakan pada
periode mendatang.

Pamungkas, (2009) mengemukakan bahwa karakteristik anggaran

berbasis kinerja sebagai berikut

a) Beriorentasi pada aktivitas, bukan pada unit kerja, sehingga menuntut
koordinasi yang baik antara unit atau satuan kerja yang ada.

b) Lebih memberikan fokus perhatian pada hasil (outcome} dan bukan
pada pengeluaran atau expenditure.

¢) Memberikan fokus perhatian pada kerja atau aktivitas (work) dan
bukan pada pekerja (worker) serta item barang atau jasa yang dibeli.

d) Memiliki alat ukur (Indikator) kinerja sehingga memudahkan dalam
proses evaluasinya.

e) Lebih sesuai diterapkan untuk memenuhi tuntutan efisiensi,

evektivitas dan akuntabilitas.

C. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)

1. Pengertian APBD

Menurut UU No. 33 tahun 2004, “Anggaran pendapatan dan belanja
daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah suatu rencana keuangan
tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah tentang
APBD. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), adalah rencana
keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah. Dengan demikian, APBD adalah alat/wadah

untuk menampung berbagai kepentingan publik yang diwujudkan melalui
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berbagai kegiatan dan program daerah dimana pada saat tertentu
manfaatnya benar-benar akan dirasakan oleh masyarakat.

Menurut V. Wiratna Sujarweni (2015:60), mengemukakan bahwa APBD
adalah rencana keuangan yang dibuat pemerintah daerah setiap tahunnya,
disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). APBD ditetapkan
dengan Peraturan Daerah. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun,
mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

2. Unsur-unsur APBD

Menurut Halim (2012) adalah sebagai berikut :

a. Rencana kegiatan suatu daerah, beserta uraiannya secara rinci

b. Adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk

menutupi biaya-biaya sehubungan dengan aktivitas tersebut, dan
adanya biaya-biaya yang merupakan batas maksimal pengeluaran-
pengeluaran yang akan dilaksanakan

¢. Jenis kegiatan dan proyek yang dituangkan dalam bentuk angka,

d. Periode anggaran yang biasanya 1 (satu) tahun.

3. Fungsi APBD

Menurut Mardiasmo (2002:183) Fungsi utama anggaran Daerah adalah
sebagai alat perencanaan, pengendalian, kebijakan fiskal, politik, koordinasi,
evaluasi kinerja, memotivasi manajemen, dan menciptakan ruang publik.

1) Anggaran berfungsi sebagai alat perencanaan, yang antara lain

digunakan untuk:
(a) Merumuskan tujuan serta sasaran kebijakan sesuai dengan visi

dan misi yang ditetapkan
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(b) Merencanakan berbagai program dan kegiatan untuk mencapai
tujuan organisasi serta merencanakan alternatif sumber
pembiayaannya

(c) Mengalokasikan sumber-sumber ekonomi pada berbagai program
dan kegiatan yang telah disusun

(d) Menentukan indikator kinerja dan tingkat pencapaian strategi.

Anggaran berfungsi sebagai alat pengendalian, yang digunakan

antara lain untuk :

(@) Mengendalikan efisiensi pengeluaran

(b) Membatasi kekuasaan atau kewenangan Pemda

(c) Mencegah adanya overspending, underspending dan salah satu
sasaran (misappropnation) dalam pengalokasian anggaran pada
bidang lain yang bukan merupakan prioritas

(d) Memonitor kondisi keuangan dan pelaksanaan operasioanal
program atau kegiatan pemerintah.

Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal digunakan untuk menstabilkan

ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi melaiui pemberian

fasilitas, dorongan, dan koordinasi kegiatan ekonomi masyarakat
sehingga mempercepat pertumbuhan ekonomi.

Anggaran sebagai alat politik digunakan untuk memutuskan prioritas-

prioritas dan kebutuhan keuangan terhadap prioritas tersebut.

Anggran sebagai dokumen politik merupakan bentuk komitmen

eksekutif dan kesepakatan legisiatif atas penggunaan dana publik

untuk kepentingan tertentu. Anggaran bukan sekedar masalah teknis

akan tetapi iebih merupakan alat politik (pifitical tool). Oleh karena itu,
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penyusunan  anggaran membutuhkan  keterampilan  politik,
pembangunan kualifikasi, keahlian bernegoisasi, dan pemahaman
tentang prinsip manajemen keuangan publik. Kegagalan dalam
melaksanakan anggaran yang telah disetujui dapat menurunkan
kredibilitas atau bahkan menjatuhkan kepemimpinan eksekutif.
Angggaran sebagai alat koordinasi antar unit kerja dalam organisasi
yang terlibat dalam proses penyusunan anggaran. Anggaran yang
disusun dengan baik akan mampu mendeteksi terjadinya
inkonsistensi suatu unit kerja dalam pencapaian tujuan organisasi.
Disamping itu, anggaran publik juga berfungsi sebagai alat
komunikasi antar unit kerja.

Anggaran sebagai alat evaluasi kinerja. Anggaran pada dasarnya
merupakan wujud komitmen Pemda kepada pemberi wewenang
(masyarakat}) untuk melaksanakan kegiatan pemerintahan dan
pelayanan masyarakat. Kinerja Pemda akan dinilai berdasarkan target
anggaran yang dapat direalisasikan.

Anggaran dapat digunakan sebagai alat untuk memotivasi
manajemen Pemda agar bekeria secara ekonomis, efektif dan efisien
dalam mencapai target kinerja. Agar dapat memotivasi pegawai,
anggaran hendaknya bersifat challenging but attainable atau
demanding but achievable. Maksudnya, target kinerja hendaknya
ditetapkan dalam batas rasioanal yang dapat dicapai (tidak terlalu
tinggi dan tidak terfalu rendah).

Anggaran dapat juga digunakan sebagai alat untuk menciptakan

ruang publik (publicsphere), dalam arti bahwa proses penyusunan
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anggaran harus melibatkan seluas mungkin masyarakat. Keterlibatan
masyarakat tersebut dapat dilakukan melalui proses penjaringan
aspirasi masyarakat yang hasilnya digunakan sebagai dasar
perumusan arah dan kebijakan umum anggaran. Kelompok
masyarakat yang terorganisir umumnya akan mencoba
mempengaruhi anggaran untuk kepentingan mereka. Kelompok lain
dari masyarakat yang kurang terorganisir akan mempercayakan
aspirasinya melalui proses politik yang ada. Jika tidak ada alat untuk
menyampaikan aspirasi mereka, maka mereka akan melakukan
tindakan-tindakan -ain: misal, tindakan massa, melakukan boikot,

vandalisme, dan sebagainya.

D. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Peneiitian Terdahulu

No | Nama/Tahun Judui Metode Hasil Penelitian
1 | Wiwik Anaiisis Penerapan Metode | Pemerintah dapat
Andrianidan | Anggaran Berbasis Kualitatif | dikatakan telah
Ermataty Kinerja Pada menerapkan bentuk
(2012) Pemerintah Pusat dari penganggaran
(Studi pada berbasis kinerja jika
Politeknik Negeri anggaran sudah
Padang ) berdasarkan skala
prioritas dan telah
menetapkan indicator
kinerja untuk
mengukur hasil dari
pengeluaran
anggaran.
2 | Ramlah Basri | Analisis Metode Penyusunan
(2013) Penyusunan Analisis Anggaran pada Badan
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Anggaran dan Deskriptif | Pemberdayaan
Laporan Realisasi Masyarakat dan
Anggaran Pada Pemerintah Desa
BPM-PD Provinsi Provinsi Sulawesi
Sulawesi Utara Utara telah sesuai
dengan Permendagri
Nomor 13 tahun 2006.
Elly  Hesrini | Analisis Metode Proses penyusunan
(2015) Penyusunan Kualitatif anggaran berbasis
Anggaran Berbasis kinerja terhadap
Kinerja Pada Kantor dokumen RKA-KL
Pengawasan dan secara strategis periu
Pelayanan Bea dan dibatasi dengan pagu
Cukai Gresik. realistis agar tekanan
pengeluaran dan
pembelanjaan  tidak
mengganggu
pencapaian tujuan
fiscal.
Riska Analisis Metode Dalam  pelaksanaan
Korompot dan | Penyusunan Analisis penyusunan anggaran
Agus T. | Anggran Pada Deskriptif | tahun anggaran 2014
Poputra Dinas Pendapatan telah sesuai dengan
(2015) Pengelolaan Permendagri No. 27

Keuangan dan Aset
Daerah Kota
Kotamobagu Tahun
Anggaran 2014

Tahun 2013 yang
meliputi RKPD, KUA,
PPAS hingga RKA
SKPD dengan baik

tetapi belum
menyajikan Siklus
Anggaran Daerah

yang diperlukan serta
masih dalam bentuk
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Standar
Prosedur,

Operasional

Muhammad
Nur Afandi
(20186)

Analisis
Perencanaan
Anggaran Berbasis
Kinerja Pada Dinas
Tenaga Kerja Kota
Tanjungbalai
Provinsi Sumatera

Utara.

Perencanaan
anggaran Pada Dinas
Tenaga Kerja Kota
Tanjungbalai masih
belum menerapkan
anggaran berbasis
kinerja. Perencanaan
anggaran masih
belum disusun sesuai
dengan pendekatan
kinerja yang akan
dicapai. Komponen-
komponen dalam
anggaran berbasis
kinerja juga belum
terpenubhi serta
efisiensi dan
efektivitas anggaran
juga dinilai masih
kurang baik.

Fitra Amalia
Nur (2014)

Anaiisis
Penyusunan
Anggaran Belanja
Daerah Berbasis
Kinerja pada Biro
Umum dan
Perlengkapan
Sekretariat Daerah
Provinsi Sulawesi
Seiatan

Deskriptif
Komparatif

Pelaksanaan proses
penyusunan anggaran
khususnya pada Biro
Umum dan
Perlengkapan
Sekretariat Daerah
Provinsi Sulawesi
Selatan menunjukkan
bahwa dari setiap
kegiatan yaitu
kegiatan pelayanan
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jasa surat menyurat,
kegiatan penyediaan
Jjasa peralatan dan

perlengkapan kantor
dan kegiatan
penyediaan jasa
administrasi keuangan
dalam setiap kegiatan
telah dilakukan
dengan baik serta

sumber dana dalam

analisis belanja sudah

sesuai dan efektif.

E. Kerangka Konsep
Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan adalah instansi

pemerintahan, dimana dalam pengelolaan keuangan Negara melakukan

pendekatan penganggaran khususnya penyusunan anggaran pendapatan
dan belanja daerah (APBD) harus berbasis kinerja - (performance-based
budgeting) dalam penyusunan anggaran pemerintah, dengan mengacu pada
Undang-Undang No. 17 tahun 2003.

Anggaran Berbasis Kinerja (Performance Based Budgeting) adalah

penyusunan anggaran yang didasarkan atas perencanaan kinerja, yang

terdiri dari program dan kegiatan yang akan dilaksanakan serta indikator
kinerja yang ingin dicapai oleh suatu entitas anggaran, sehingga diharapkan
rencana dan program-program pembangunan yang disusun dapat mengarah
kepada : terwujudnya sasaran yang telah ditetapkan, dicapainya hasil yang
optimal dari setiap investasi yang dilakukan guna meningkatkan kualitas

pelayanan publik. OQieh karena itulah apakah anggaran APBD yang dilakukan
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oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi
Sulawesi Selatan telah sesuai dengan UU. No. 17 tahun 2003.

Untuk lebih jelasnya akan disajikan kerangka pikir yang dapat

digambarkan sebagai berikut

( Dinas Perumahan 1

Kawasan Permukiman
dan Pertanahan Provinsi j

Sulawesi Selatan
L W

Proses Penyusunan
Anggaran Belanja
Daerah (APBD)
Berbasis Kineria

\.

Melakukan evaluasi
anggaran berbasis kinerja

l |

Standar Harga RKA DPA

AN
Evaluasi kinerja dari
masing-masing kegiatan

I
[ Efektif/ Tidak Efektif

-

S

Gambar 2.1 Kerangka Konsep




BAB lli
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif
kualitatif yaitu suatu pendekatan penelitian yang membicarakan beberapa

kemungkinan untuk memecahkan masalah aktual dengan cara

mengumpulkan data, menyusun, mengklarifikasi dan menganalisis. Dimana
peneliti secara langsung mendatangi objek penelitian yaitu Dinas Perumahan
Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan untuk
memperoieh data-data dan informasi yang dibutuhkan dalam menganalisis
Penyusunan anggaran belanja daerah berbasis kinerja.

B. Fokus Penelitian
Penelitian ini akan memfokuskan pada bagaimana proses penyusunan

Anggaran Belanja Daerah Berbasis Kinerja pada Dinas Perumahan Kawasan

Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan yaitu sejauh mana
anggaran yang telah disusun oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman
dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan telah memperhatikan standar
biaya-biaya yang telah ditetapkan sesuai dengan flapon harga yang berlaku

dengan RKA dan DPA serta indikator kinerja kegiatan.

C. Lokasi dan Waktu Penelitian
1. Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilakukan di Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan
Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan Provinsi Sulawesi Selatan, Jin.

Pettarani Makassar.
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2. Waktu Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan sejak tanggal dikeluarkannya ijin penelitian
pada bulan Mei sampai dengan Juni 2019.
D. Jenis dan Sumber Data
1. Jenis Data
Jenis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai
berikut;

a. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari Dinas Perumahan

Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan
seperti anggaran belanja daerah, realisasi anggaran belanja daerah
serta data lainnya yang mendukung pokok pembahasan.

b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan serta
dari pihak yang terkait dalam bentuk informasi baik secara lisan

maupun tulisan seperti sejarah berdirinya perusahaan, serta tugas

dari masing-masing bagian.
2. Sumber Data
Sedangkan sumber data yang digunakan dalam penulisan ini bersumber
dari data yang diperoleh dari dokumen-dokumen dan arsip-arsip pada
Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi

Sulawesi Selatan.

E. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, baik primer maupun data
skunder, dilakukan dengan cara :

1. Penelitian Lapangan
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Penelitian lapangan dimaksudkan untuk memperoleh gambaran
sebenarnya mengenai masalah yang diteliti. Dalam penelitian lapangan
ini, penulis memperoleh data primer dari Dinas Perumahan Kawasan
Permukiman dan Pertanahan. Langkah-langkah dalam pengumpulan
data ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Observasi. Teknik pengumpulan data dimana penulis mengadakan
pengamatan secara langsung terhadap gejala-gejala objek vang
diteiiti agar dapat membandingkan  keterangan yang diperoleh
sebelumnya dengan kenyataan-kenyataan yang ada di Dinas
Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

b. Wawancara. Teknik pengumpulan data dengan jalan mengadakan
komunikasi langsung dengan pihak yang berkaitan dengan objek
penelitian. Komunikasi langsung ini berupa tanya jawab antara
penulis dengan pihak yang berwenang mengenai masalah anggaran
dan belanja daerah berbasis kinerja pada Dinas Perumahan Kawasan
Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan.

2. Studi Kepustakaan

Dalam peneiitian ini penulis mengumpulkan data dengan cara membaca,
memahami, dan menelah literatur-fiteratur yang berhubungan dengan
masalah yang diteliti. Penelitian kepustakaan ini dimaksudkan untuk
memperoleh data sekunder dalam rangka menunjang data primer yang

didapat penulis dari peneliti lapangan.

. Metode Analisis

Adapun metode analisis yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini

yaitu metode analisis deskriptif. Metode analisis ini dimulai dengan langkah



40

mengumpulkan dan menyaring keterangan-keterangan yang diperoleh
secara menyeluruh dan detail, kemudian diuraikan sehingga diperoleh
gambaran yang jelas. Adapun data-data yang diperoleh berupa proses
penyusunan anggaran belanja daerah berbasis kinerja yang selanjutnya
dilihat kesesuaiannya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21

Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.



BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian
1. Gambaran Umum Obyek Penelitian
Dinas Pekerjaan Umum berdiri sejak zaman Belanda, dahulu bernama
PW kemudian menjadi Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi
Sulawesi Selatan yang merupakan salah satu instansi dibawah naungan
Departemen Pekerjaan Umum yang berkedudukan di Jakarta sebagai
pusat dan perkembangan PU hingga dewasa ini dapat dibagi dalam
berbagai tahap, yaitu :

a. Tahun 1945 sampai Tahun 1964

Merupakan tahap awal dengan perkembangan yang masih sangat
rawan, pada tahap ini selain dapat membangun sarana jalan, gedung-
gedung maupun untuk kepentingan para penjajah yang ada diwilayah
RI, dengan nama Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Selatan.

b. Tahun 1964 sampai Tahun 1970

Merupakan tahap selanjutnya karena pada tahap ini dapat dilihat
perkembangan yang sedikit menggembirakan karena pada tahun ini
Departemen Pekerjaan Umum (PU) telah ditetapkan menjadi bagian

dari Cipta Karya Provinsi Sulawesi Selatan.

c. Tahun 1970 sampai Tahun 1984
Pada periode ini perkembangan pembangunan dikerjakan oleh
Dinas Pekerjaan Umum sangat menggembirakan walaupun pada

tahap ini juga Dinas Pekerjaan Umum dituntut untuk selalu

r meningkatkan sarana perhubungan dan perumahan, dan tahap ini

39
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juga Departemen PU mempunyai sebutan sebagai bidang Cipta
Karya yang ada di Ujung Pandang.
d. Tahun 1986 sampai Tahun 2001
Pada periode ini dikeluarkan SK Gubernur nomor241/111/tahun
1991, tentang pembentukan Dinas PU Cipta Karya Provinsi Sulawesi
Selatan yang harus mampu tumbuh berkembang dengan kekuatan

‘H sendiri. Oleh karena itu usaha-usaha peningkatan terciptanya

pembangunan yang kuat, dan ini merupakan basis untuk mewujudkan
saran dan tujuan Rencana Pembangunan Lima Tahun (REPELITA)
oleh pemerintah.
e. Tahun 2001 sampai Tahun 2016
Sesuai dengan peraturan daerah Provinsi Sulawesi Selatan nomor

16 tanggal 31 Januari 2001, tentang pembentukan organisasi dan tata

kerja Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan maka
pericde ini Dinas Pekerjaan Umum (PU) Cipta Karya berganti nama
menjadi Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sulawesi
Selatan.

f.  Tahun 2017 sampai sekarang

Berubah nama menjadi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan

Pertanahan Sulawesi Selatan.
2. Visi dan Misi
a. Visi

Terwujudnya Lingkungan Permukiman dan Perumahan yang layak

huni serta Pengelolaan Tanah Bagi Kemakmuran Masyarakat.
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b. Misi
1) Mewujudkan kualitas permukiman yang tertib dan sehat,
berwawasan lingkungan serta berkelanjutan.
2) Mewujudkan perumahan yang terjangkau dan layak huni.
3} Mewujudkan pengelolaan tanah yang berkualitas dan berkeadilan.
4) Mewujudkan tata kelola administrasi kelembagaan serta kapasitas
dan kinerja aparat yang berkualitas.
3. Job Description dan Struktur Organisasi
a. Kepala Dinas
Kepala dinas  mempunyai tugas dalam membantu Gubernur
menyelenggarakan urusan pemerintah Bidang pekerjaan umum dan
Penataan ruang Khususnya Dinas perumahan, Kawasan Permukiman

Dan Pertanahan yang menjadi kewenargan daerah dan tugas

pembantuan.

b. Sekertaris Dinas
Membantu = kepala dinas dalam Mengoordinasikan kegiatan,
memberikan pelayanan teknis dan administrasi penyusunan program,
penyajian data dan infermasi serta penyusunan laporan.

¢. Kasubag Umum, Kepegawaian Dan Hukum

Membantu sekertaris dalam mengumpulkan bahan dan melakukan

urusan ketata usahaan, administrasi pengadaan, pemeliharaan dan
pengapusan barang, urusan rumah tangga serta mengelolah

administrasi kepegawaian dan hukum.
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Kasubag Program

Membantu sekertaris dan mengumpulkan bahan dan mengelolah

penyusunan program, penyajian data dan informasi serta penyusunan

laporan.

Kasubag Keuangan

Membantu  sekertaris dalam  mengumpulkan bahan dan

mengumpulkan pengelolaan administrasi dan pelaporan keuangan.

Kepala Bidang Perumahan

Bidang Perumahan mempunyai tugas melakukan penyiapan

perumusan kebijakan teknis dan penyelenggaraan kegiatan di bidang

perumahan.

. Kepala Bidang Peningkatan dan Pengembangan Kawasan

Permukiman

Penylapan perumusan kebijakan teknis dan penyelenggaraan

kegiatan di bidang kawasan permukiman dan penyiapan bahan

penyusunan program, petunjuk teknis ~dan pengordinasiaan

penyelenggaraan kegiatan dibidang - pengembangan kawasan

permukiman.

. Kepala Bidang Penyehatan Lingkungan Permukiman

1) Melaksanakan survey, mendata, menginverisasikan dan
menginformasikan wilayah pengembangan.

2) Melaksanakan penyusunan dan menyempurnakan data data
tentang pengembangan wilayah permukiman.

3) Penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan dan

permukiman bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
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9)

6)
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Penyediaan sarana dan prasarana perumahan bagi masyarakat
berpenghasilan rendah (MBR).

Menetap lokasi perumahan dan permukiman dan kumuh sebagai
perumahan dan permukiman.

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Verifikasi dan Sertifikasi

1)

2)

3)

Menyiapkan bahan dan penyusunan kegiatan pengelolaan
verifikasi anggaran.

Menyiapkan. ~ bahan  penyusunan ~ pelaksanaan kegiatan
pengelolaan verifikasi pembayaran

Menyiapkan bahan penyusan pelaksanaan kegiatan pengolaan

verifikasi penggajian.

Kepala Bidang Pertanahan

Kepala bidang pertanahan mempunyai tugas melaksanakan

penyiapan - perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengadaan,

penggunaan dan penyelesaian sengketa tanah yang meliputi tanah

garapan, ganti kerugian tanah untuk pembangunan oleh pemerintah

daerah ‘dan penyelesaian masalah tanah kosong dalam daerah

kabupaten.
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Gambar 4.1 Struktur Organisasi
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B. Pembahasan

1.

Proses Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja

Sistem penganggaran berbasis kinerja merupakan sebuah sistem
penganggaran yang dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara
anggaran masukan (input) dengan keluaran (output) dan hasil (outcame)
yang diharapkan dari kegiatan dan program termasuk efisiensi dalam
pencapaian keluaran dan hasil tersebut. Penyusunan Anggaran Berbasis
Kinerja berdasarkan pada perencanaan kinerja dari program dan kegiatan
yang dilakukan dengan menentukan indikator yang ingin dicapai.

Dalam penelitian ini, penyusunan anggaran berbasis kinerja
difokuskan pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan
Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian ini dilakukan untuk
menganalisis pelaksanaan penyusunan anggaran berbasis kinerja
apakah telah dilakukan secara efisien dan efektif.

Proses penyusunan anggaran berbasis kinerja pada Dinas
Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi

Selatan disajikan melalui gambar berikut ini :
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Gambar4.2 Alur Proses Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja pada
Dinas Perumahan Kawasan Pemmukiman dan Pertanahan

Provinsi Sulawesi Selatan

Rencana Kerja SKPD Pemerintah
Daerah Sulawesi Selatan

KUA dan PPAS

Rencana Kerja Anggaran SKPD
{RKA-SKPD)

Rancangan Perda APBD

Perda APBD

Berdasarkan gambar 4.2 alur proses penyusunan anggaran berbasis

kinerja yang dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Proses penyusunan anggaran berbasis kinerja dimulai dari membuat
Rencana Kerja {(Renja) oleh unit SKPD Dinas Perumahan Kawasan
Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan

b. Berdasarkan Renja yang telah disusun. Dinas Perumahan Kawasan
Permukiman dan Pertanahan membuat Kebijakan Umum APBD
(KUA) memuat Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
yang berisi Rancangan Program Prioritas yang kemudian Kepala

Daerah menyampaikan Rancangan KUA dan Rancangan PPAS
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tersebut kepada DPRD dalam waktu yang bersamaan dan akan
disetujui bersama antara Kepala Daerah dengan DPRD.

¢. Setelah dilakukan persetujuan penetapan, maka ditentukan Prioritas
dan Plafon Anggaran (PPA) yang didalamnya berisi Penjabaran
Program patokan batas maksimal anggaran yang disetujui sebagai
acuan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).

d. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) berisi program yang dijalankan
Dinas Perumahan Kawasan Permukiman yang isinya priofitas dan
patokan anggaran yang terperinci dalam penjabaran Program pada
beberapa kegiatan untuk diadakan perubahan di DPR yang sudah
disahkan oleh :

- Kepala BAPPEDA Provinsi Sulawesi Selatan

- Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

- Kepaia Biro Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa
- Pit. Kepala Biro Pengelolaan Barang dan Asset Daerah

e. Setelah dilakukan perubahan dengan DPR dan mendapat persetujuan
dalam APBD maka RKA tersebut digunakan dalam penjabaran APBD
yang selanjutnya dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran
(DPA) yang disahkan oleh Kepala Daerah maka DPA dapat dijadikan
sebagai landasan operasional.

2. Analisis Efektivitas Pelaksanaan Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja
Penganggaran berbasis kinerja yang disusun oleh Dinas Perumahan

Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan

merupakan penganggaran bagi manajemen untuk mengaitkan setiap

pendanaan yang dituangkan dalam kegiatan-kegiatan dengan keluaran
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dan hasil yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dari
keluaran tersebut. Keluaran tersebut dituangkan dalam target kinerja
pada setiap unit kerja.

Dalam perencanaan efektivitas pelaksanaan penyusunan anggaran
berbasis kinerja, terutama pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman
dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan di tekankan pada Program
pelayanan administrasi perkantoran program tersebut memiliki beberapa

kegiatan sebagai berikut :

- Kegiatan penatausahaan administrasi dan pemeliharaan prasarana
sarana perkantoran

- Kegiatan penatausahaan pelayanan kehumasan SKPD

- Kegiatan penatausahaan unit layanan pengadaan SKPD

- Kegiatan penatalaksanaan KORPRI| SKPD

- Kegiatan penatausahaan simpul koordinasi dan konsuitasi SKPD

Dari uraian diatas maka akan dilakukan pengukuran pelaksanaan
penyusunan anggaran berbasis kinerja dari kelima kegiatan oleh Program
pelayanan administrasi perkantoran yaitu sebagai berikut :

a. Analisis efektivitas pelaksanaan anggaran berbasis kinerja, kegiatan

penatausahaan administrasi dan pemeliharaan prasarana-sarana
perkantoran

Dari data penelitian mengenai Rencana kegiatan dan anggaran
dan dokumen pelaksanaan anggaran untuk 2 tahun terakhir yaitu
tahun 2017 dan 2018 yang diperoleh dari Dinas Perumahan Kawasan
Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan, sehingga

dalam pelaksanaan anggaran berbasis kinerja yang berkaitan dengan

N —
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kegiatan, penelitian ini dimulai dengan penilaian biaya yang
dianggarkan untuk membandingkan anggaran belanja penatausahaan
administrasi dan pemeliharaan prasarana-sarana perkantoran dengan
standar biaya agar bisa menilai apakah anggaran belanja yang
disusun sudah sesuai dengan plafon atau standar biaya yang telah
ditetapkan.

Berdasarkan laporan rencana kerja dan anggaran (RKA) dan
dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) maka akan disajikan
perbandingan harga satuan berdasarkan RKA dan DPA untuk
masing-masing kegiatan dari ketiga program tersebut.

Kegiatan penatausahaan administrasi dan pemeliharaan selama
tahun 2017 dapat dilihat pada table 4.1 sebagai berikut :

Tabel 4.1 Perbandingan Harga Satuan RKA dan DPA Kegiatan
Penatausahaan Administrasi dan Pemeliharaan
Prasarana-sarana Perkantoran tahun 2017

Standar Harga Harga Satuan

Jenis Barang
Sementara RKA (Rp) DPA (Rp)

A. Belanja Pegawai
- Honorarium Non 2.430.000 2.430.000 2.430.000
PNS/tidak tetap
B. Belanja Barang
dan Jasa
1. Belanja Bahan
Pakai Habis
- Belanja alat 45.000.000 45.000.000 45.000.000
tulis kantor
- Belanja alat 25.000.000 25.000.000 25.000.000
listrik dan
elektronik
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Jenis Barang

Standar Harga

Harga Satuan

- Belanja
Perangko
materai dan
benda pos
lainnya

- Belanja
Peralatan
kebersihan
dan bahan
pembersih

2. Belanja Jasa

Kantor

- Belanja
telepon

- Belanja air

- Belanja listrik

Belanja surat
kabar/majalah

Belanja
cleaning
service

13

Belanja
pesuruh

Beilanja iuran
sampah

- Belanja jasa

tenaga ahli
professional

- Belanja
tenaga ahli

- Belanja
pelatih senam

5.000.000

30.000.000

100.000.000
40.000.000
300.000.000

35.000.000

2.430.000

2.430.000

7.500.000

2.000.000

1.750.000

600.000

5.000.000

30.000.000

100.000.000
40.000.000
300.000.000

35.000.000

2.430.000

2.430.000

7.500.000

2.000.000

1.750.000

600.000

5.000.000

30.000.000

10.000.000
17.000.000
277.000.000

35.000.000

2.430.000

2.430.000

7.500.000

2.000.000

1.750.000

600.000

<
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Jenis Barang

Standar Harga

Harga Satuan

- Belanja jasa
pengamanan

- Belanja jasa
sopir

. Belanja

perawatan

kendaraan

bermotor

- Belanja jasa
service

- Belanja
penggantian
suku cadang

- Belanja bahan
bakar
minyak/gas
dan pelumas

- Belanja surat
tanda nomor
kendaraan

. Belanja cetak

dan

penggandaan

- Belanja cetak

- Fotocopy

- Jilid

. Belanja

makanan dan

minuman

- Belanja
makanan dan
minuman

2.430.000

2.430.000

70.000.000

20.000.600

7.900

20.000.000

15.000.000
250
25.000

120.000.000

2.430.000

2.430.000

70.000.000

20.000.000

7.900

20.000.000

15.000.000
250
25.000

120.000.000

2.430.000

2.430.000

70.000.000

20.000.000

7.900

20.000.000

15.100.000
250
25.000

120.000.000
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Jenis Barang

Standar Harga

Harga Satuan

harian
pegawai
- Makanan dan
minuman
rapat
- Makanan dan
minuman
tamu
6. Belanja pakaian
dinas dan
atributnya
- Belanja
pakaian dinas
harian
- Belanja
pakaian putih
hitam dan
periengkapan
nya
- Belanja
pakaian batik
tradisiona
- Belanja
pakaian
olahraga
7. Belanja
pemeliharaan
- Belanja
pemeliharaan
bangunan
tempat kerja
- Belanja

50.000.000

30.000.000

650.000

650.000

500.000

550.000

100.000.000

20.000.000

50.000.000

30.000.000

650.000

£50.000

500.000

550.000

100.000.000

20.000.000

50.000.000

30.000.000

650.000

650.000

500.000

550.000

100.000.000

20.000.000
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Jenis Barang

Standar Harga

Harga Satuan

pemeliharaan
alat kantor
- Belanja
pemeliharaan
computer
- Belanja
pemeliharaan
asset tak
berwujud
C. Belanja Modal
- Belanja
pengadaan AC
- Belanja
pengadaan
meja kerja
- Belanja
pengadaan
kursi kerja

20.000.000

300.000

7.500.000

3.500.000

2.750.000

20.000.000

300.000

7.500.000

3.500.000

2.750.000

20.000.000

300.000

7.500.000

3.500.000

2.750.000

Sumber : Dinas perumahan kawasan permukiman dan pertanahan Provinsi
Sulawesi Selatan tahun 2017

Adapun perbandingan Standar harga, RKA dan DPA untuk

kegiatan penatausahaan administrasi dan pemeliharaan prasarana-

sarana perkantoran tahun 2018 dapat dilihat pada tabel 4.2 yaitu

sebagai berikut :
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Tabel 4.2 Perbandingan Harga satuan RKA dan DPA Kegiatan

Penatausahaan

Administrasi

dan

Prasarana-sarana Perkantoran Tahun 2018

Pemeliharaan

Standar Harga Satuan
Jenis Barang Harga
Sementara | RKA (Rp) DPA (Rp)
A. Belanja Pegawai
- Honorarium Non 2.647.000 2.647.000 2.647.000
PNS/tidak tetap
B. Belanja Barang dan Jasa
1. Belanja Bahan Pakai
Habis
- Belanja alat tulis 45.000.000 | 45.000.000 | 33.750.000
kantor
- Belanja alat listrik 25.000.000 | 25.000.000 18.750.000
dan elektronik
- Belanja Perangko 5.000.000 5.000.000 3.750.000
materai dan benda
pos lainnya
- Belanja Peralatan 30.0000.000 | 30.000.000 22.500.000
kebersihan dan
bahan pembersih
2. Belanja Jasa Kantor
- Belanja teiepon 100.000.000 | 100.000.000 | 100.000.000
- Belanja air 40.000.000 | 40.000.000 | 40.000.000
- Belanja listrik 350.000.000 | 350.000.000 | 350.000.000
- Belanja surat 40.000.000 | 40.000.000 | 40.000.000
kabar/majalah
- Belanja cleaning 2.647.000 2.647.000 2.647.000
service
- Belanja pesuruh 2.647.000 2.647.000 2.647.000
- Belanja iuran 10.000.000 | 10.000.000 10.000.000
sampah
- Belanja jasa tenaga 2.000.000 2.000.000 2.000.000
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Jenis Barang Standar Harga Satuan
ahli professional
- Belanja tenaga ahli 1.750.000 1.750.000 1.750.000
- Belanja pelatih 600.000 600.000 600.000
senam
- Belanja jasa 2.647.000 2.647.000 | 158.820.000
pengamanan
- Belanja jasa sopir 2.647.000 2.647.000 2.647.000
. Belanja perawatan
kendaraan bermotor
- Belanja jasa service 70.000.000 | 70.000.000 70.000.000
- Belanja 20.000.000 | 20.000.000 20.000.000
penggantian suku
cadang
- Belanja bahan 8.450 8.450 8.450
bakar minyak/gas
dan pelumas
- Belanja surat tanda 20.000.000 | 20.000.000 ; 40.000.000
nomor kendaraan
. Belanja cetak dan
penggandaan
- Belanja cetak 15.000.000 | 15.000.000 11.250.000
- Fotocopy 250 250 250
- Jilid 25.000 25.000 25.000
. Belanja makanan dan
minuman
- Makanan dan 50.000.000 | 50.000.000 { 37.500.000
minuman rapat
- Makanan dan
minuman tamu 30.000.000 | 30.000.000 22.500.000
. Belanja pakaian dinas
dan atributnya
- Belanja pakaian 700.000 700.000 700.000
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Jenis Barang

Standar

Harga Satuan

dinas harian
- Belanja pakaian
putih hitam dan
perlengkapannya
- Belanja pakaian
satpol PP/
pengamanan dan
periengkapan
- Belanja pakaian
PDH
satpol/pengamanan
- Belanja pakaian
PDH honerarium
- Belanja pakaian
batik tradisional
- Belanja pakaian
olahraga
7. Bslanja pemeliharaan
- Belanja
pemeliharaan alat
kantor
- Belanja
pemeliharaan
komputer
- Biaya iuran
indovision
C. Belanja Modal
1. Belanja pengadaan
alat-alat bengkel
- Pengadaan ganset
2. Belanja modal

pengadaan dan

700.000

1.000.000

600.000

600.000

500.000

550.000

20.000.000

20.000.000

550.000

52.868.000

700.000

1.000.000

600.000

600.000

500.000

550.000

20.000.000

20.000.000

550.000

52.868.000

700.000

1.000.000

600.000

600.000

500.000

550.000

15.000.000

15.000.000

550.000

52.868.000
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Jenis Barang

Standar

Harga Satuan

periengkapan

- Belanja modal
pengadaan AC

- Belanja modal
pengadaan
komputer

- Belanja modal
pengadaan
komputer

- Belanja modal
pengadaan laptop

- Belanja modal
pengadaan printer

- Belanja modal
pengadaan printer

3. Belanja modal

pengadaan mebeulair

- Belanja meja kerja
eselon H

- Belanja meja kerja
eselon IV

- Belanja meja kerja
staf

- Belanja kursi kerja
eselon 1)

- Belanja kursi kerja
v

- Belanja kursi kerja
staf

4. Belanja modal
pengadaan kontruksi

- Pemeliharaan rutin

6.000.000

15.000.000

12.500.000

10.000.000

7.500.000

5.000.000

6.000.000

4.000.000

7.500.000

4.500.000

3.000.000

2.000.000

200.000.000

6.000.000

15.000.000

12.500.000

10.000.000

7.500.000

5.000.000

6.000.000

4.000.000

7.500.000

4.500.000

3.000.000

2.000.000

200.000.000

6.000.000

15.000.000

12.500.000

10.000.000

7.500.000

5.000.000

6.000.000

4.000.000

7.500.000

4.500.000

3.000.000

2.000.000

200.000.000
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Jenis Barang Standar Harga Satuan
gedung kantor

- Pemasangan vinyl 200.000.000 | 200.000.000 | 200.000.000
lantai gedung
kantor

- Pekerjaan anti 200.000.000 | 200.000.000 | 200.000.000
rayap gedung
kantor

- Pergantian keramik | 100.000.000 | 100.000.000 100.000.000

- Pekerjaan interior 74.300.000 | 74.300.000 | 74.300.000
ruang tamu

Sumber : Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi

Sulawesi Selatan tahun 2018

Berdasarkan tabel 4.1 dan 4.2 yaitu perbandingan antara standar

biaya dengan RKA dan DPA yang diperoleh dari Dinas Perumahan

Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan

maka Dinas Perumahanan Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Provinsi Sulawesi Selatan dalam penyusunan anggaran telah

berdasarkan standar harga satuan yang telah ditetapkan sebelum

penyusunan RKA dan DPA.

Dari hasil analisis tersebut, belanja yang dianggarkan dalam

kegiatan penatausahaan administrasi dan pemeliharaan prasarana-

sarana perkantoran sudah termasuk dalam kategori baik karena

harga satuan yang ditentukan dalam RKA dan DPA sudah sesuai

dengan standar biaya yang telah ditentukan.

Kemudian akan disajikan target kinerja yang ingin dicapai dalam

pelaksanaan kegiatan penatausahaan administrasi dan pemeliharaan

prasarana-sarana perkantoran pada tabel 4.3 yaitu sebagai berikut :




Tabel 4.3 Target Kinerja Pelaksanaan Anggaran Berbasis Kinerja
pada Kegiatan Penatausahaan Administrasi dan
Pemeliharaan Prasarana-sarana Perkantoran
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Indikator Kinerja

Sebelum Penilaian
Target Kinerja

Setelah Penilaian
Target Kinerja

Capaian program

Meningkatnya kualitas
sistem pelayanan

Meningkatnya kualitas
sistem pelayanan

administrasi administrasi
perkantoran perkantoran

Masukan Jumiah Dana Jumiah Dana
Jumiah laporan Jumiah laporan

Keluaran dokumentasi kegiatan | dokumentasi kegiatan
kehumasan kehumasan
Tercapainya tata Tercapainya tata kelola
keiola administrasi administrasi

asi pemerintahan SKPD pemerintahan SKPD

yang baik untuk
menjamin kinerja yang

optimal

yang baik untuk
menjamin kinerja yang
optimal

Sumber : Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi

Sulawesi Selatan

Dari target kinerja yang telah di sajikan diatas, maka akan
disajikan penilaian . kinerja pada Dinas Perumahan Kawasan
Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan dalam

melaksanakan kegiatan penatausahaan administrasi pemeliharaan

prasarana-sarana perkantoran yaitu sebagai berikut :
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Tabel 4.4. Besarnya Tingkat Capaian Kinerja dalam Kegiatan

Penatausahaan Administrasi dan

Pemeliharaan

Prasarana-sarana Perkantoran

Rentang Capaian

Kategori Capaian

Lebih besar dari 85% Sangat baik
70% sampai dengan 85% Baik
55% sampai 70% Cukup
Kurang dari §5% Kurang

Sumber ; Lakip Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Provinsi Sulawesi Selatan

Penilaian kinerja program administrasi perkantoran pada kegiatan

penatausahaan administrasi. dan pemeliharaan prasarana-sarana

dapat disajikan pada tabel berikut :

Tabel 4.5 Analisis Penilaian Kinerja Kegiatan Penatausahaan
Administrasi dan Pemeliharaan Prasarana-sarana

Perkantoran 2017

No.

Uraian

Target
Kinerja
(%)

Realisasi
kinerja
(%)

Capaian
(%)

Banyaknya waktu yang
tersedia dalam rangka
peningkatan kualitas
pelayanan administrasi dan

jasa perkantoran

100

80

80

Jumiah unit bangunan
gedung kantor yang di rehab
(perbaikan atap kantor dan
penataan interior ruang kerja
gedung lama)

100

100

100

Rata-rata Capaian (%)

90

Sumber . Lakip Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2017
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Berdasarkan tabel 4.5 yaitu penilaian kinerja program dalam
kegiatan penatausahaan administrasi dan pemeliharaan prasarana-
sarana dapat dilihat bahwa kinerja pada kegiatan penatausahaan
administrasi dan pemeliharaan prasarana-sarana perkantoran pada
tahun 2017 sudah sangat baik. Sedangkan penilaian kinefja pada
tahun 2018 dapat kita lihat pada tabel 4.6 berikut :

Tabel 4.6 Analisis Penilaian Kinerja Kegiatan Penatausahaan

Administrasi dan Pemeliharaan Prasarana-sarana
Perkantoran 2018

Target | Realisasi )
Capaian

No. Indikator Kinerja Kinerja kinerja
(%)

(%) (%)

1. Banyaknya wakiu yang
tersedia dalam rangka

peningkatan kualitas 100 100 100
pelayanan administrasi dan

jasa perkantoran

2. Jumlah unit bangunan
gedung kantor yang di 100 100 100
rehab
Rata-rata Capaian (%) 100

Sumber - Lakip Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Partanahan

Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018

Berdasarkan tabel 4.6 yaitu analisis penilaian berbasis kinerja
pada pelaksanaan kegiatan penatausahaan administrasi  dan
pemeliharaan prasarana-sarana perkantoran telah mencapai 100%
sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan penyusunan

anggaran berbasis kinerja sudah dilakukan dengan sangat baik.




b. Analisis

Pelaksanaan

Anggaran

Berbasis

Penatausahaan Pelayanan Kehumasan SKPD

Kinerja
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Kegiatan

Berikut ini akan disajikan analisis perbandingan standar harga,

RKA dan DPA pada kegiatan penatausahaan pelayanan anggaran

berbasis kinerja untuk tahun 2017 yang bisa dilihat melalui tabel

berikut :

Tabel 4.7 Analisis Perbandingan S
Kegiatan Penatausahaan

Tahun 2017

tandar Harga, RKA dan DPA
Pelayanan Kehumasan SKPD

—

Jenis Barang

Standar
Harga

Sementara

Harga Satuan |

RKA (Rp)

DPA (Rp)

Belanja Pegawali
- Honorarium Non
PNSftidak tetap
Belanja Barang dan
Jasa
1. Belanja Bahan
Pakai Habis
- Belanja alat tulis
kantor
2. Belanja Jasa
Kantor
- Belanja
Dokumentasi
3. Belanja cetak dan
penggandaan
- Belanja cetak
- Belanja
penggandaan
4. Belanja makanan
dan minuman

2.430.000

5.000.000

2.500.000

2.500.000
7.500.000

2.430.000

5.000.000

2.500.000

2.500.000
7.500.000

2.430.000

5.000.000

2.500.000

2.500.000
7.500.000
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Jenis Barang

Standar

Harga Satuan

- Makanan dan
minuman rapat

- Makanan dan
minuman tamu

. Belanja

perjalanan dinas

- Belanja
perjalanan
dinas dalam
daerah

. Belanja kursus,

pelatihan,

sosialisasi dan

bimbingan teknis

- Belanja
sosialisasi
media cetak

- Belanja
sosialisasi
media elektronik

- Belanja
Sosialisasi
PPID

5.000.000

5.000.000

10.000.000

75.000.000

75.000.000

100.000.000

5.000.000

5.000.000

10.000.000

75.000.000

75.000.000

100.000.000

5.000.000

5.000.000

30.000.000

100.000.000

50.000.000

100.000.000

Sulawesi Selatan tahun 2017

Sumber : Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi
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Adapun perbandingan standar harga, RKA dan DPA untuk tahun

2018 yang dapat disajikan pada tabel berikut :

Tabel

4.8 Perbandingan Standar
Pelaksanaan Kegiatan

Harga,

Kehumasan SKPD tahun 2018

RKA dan DPA
Penatausahaan Pelayanan

Jenis Barang

Standar
Harga
Sementara

Harga Satuan

|

RKA (Rp)

DPA (Rp)

A. Belanja Pegawai
- Honorarium Non
PNS#Hidak tetap
B. Belanja Barang dan
Jasa
1. Belanja Bahan
Pakai Habis
- Belanja alat tulis
kantor
2. Belanja Jasa
Kantor
- Belanja
Dokumentasi
3. Belanja cetak dan
penggandaan
- Belanja cetak
- Belanja
penggandaan
4. Belanja makanan
dan minuman
- Makanan dan
minuman rapat
- Makanan dan
minuman tamu
5. Belanja perjalanan
dinas

2.647.000

5.000.000

2.500.000

2.500.000
7.500.000

5.000.000

5.000.000

2.647.000

5.000.000

2.500.000

2.500.000
7.500.000

5.000.000

5.000.000

2.647.000

3.750.000

1.875.000

1.875.000
5.625.000

3.750.000

3.750.000
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T~ Jenis Barang Standar Harga Satuan
- Belanja 30.000.000 | 30.000.000 20.547.000
perjalanan dinas

dalam daerah
6. Belanja kursus,
pelatihan,
sosialisasi dan

himbingan teknis
- Belanja 5£0.000.000 | 50.000.000 | 50.000.000
sosialisasi media
cetak

- Belanja 50.000.000 | 50.000.000 50.000.000
sosialisasi media
elektronik

- Belanja 40.000.000 | 40.000.000 40.000.000

sosialisasi cetak

dan elektronik J

Sumber : Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi
Sulawesi Selatan tahun 2018

Berdasarkan hasil analisis perbandingan standar harga satuan,
dengan harga satuan berdasarkan RKA dan DPA kegiatan
penatausahaan pelayanan kehumasan SKPD dapat dilihat bahwa
pelaksanaan penyusunan anggaran belanja pada tahun 2017 telah
sesuai dengan standar harga sedangkan pada tahun 2018
pelaksanaan penyusunan anggaran belanja RKA telah sesuai dengan
standar harga sedangkan pada DPA mengalami pengurangan

anggaran untuk mempertimbangkan target-target yang ingin dicapai.
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Adapun hasil penilaian kinerja yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.9 Analisis Kinerja Pelaksanaan Anggaran Berbasis
Kinerja  Kegiatan Penatausahaan  Pelayanan
Kehumasan SKPD Tahun 2017

Target | Realisasi o]
_ S o Capaian
Uraian Kinerja kineria (%)
(%) (%) ’
Jumlah dokumen
100 80 80
kehumasan SKPD
Jumiah publikasilsosiatisasi
100 50 50
media cetak
3. Jumiah pelaksanaan audit
100 100 100
|1SO SKPD
4, Jumigh \
Peserta Aparatur Provinsi
gl “{h 100 100 100
yang mengikuti Sosialisas!
PPID
5 Jumiah Sosialisasi Media
Elektronik

Rata-rata Capaian (%)

Sumber : Lakip Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2017

Berdasarkan tabel 4.9 dapat disimpulkan bahwa kinerja yang
dihasilkan pada tahun 2017 sudah baik serta hasil penyusunan
anggaran berbasis kinerja juga sudah baik dan sudah menggunakan
patasan harga dalam pelaksanaan kegiatan penatausahaan

pelayanan kehumasan SKPD.
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Penilaian kinerja penatausahaan pelayanan kehumasan SKPD
pada tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 4.10 Analisis Kinerja Pelaksanaan Anggaran Berbasis

Kinerja Kegiatan Penatausahaan Pelayanan
Kehumasan SKPD tahun 2018

Target | Realisasi )
: L | Capaian
No. Uraian Kinerja kinerja )
(=]
(%) (%)
1. Jumilah dokumen
100 80 80
kehumasan SKPD
2. Jumlah publikasi/sosialisasi
. 100 50 50
media cetak
3. Jumlah pelaksanaan audit
100 100 100
1SO SKPD
4, Jumiah
Peserta Aparatur Provinsi
N \ 100 100 100
yang mengikuti Sosialisasi
PPID
5. Jumlah Sosialisasi Media
100 80 80
Elektronik
Rata-rata Capaian (%) 78

Sumber : Lakip Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018

Berdasarkan tabel 4.10 dapat dilinat bahwa tingkat % capaian
kinerja yang diperoleh sebesar 78%, maka dapat disimpulkan bahwa
kinerja pada kegiatan penatausahaan pelayanan kehumasan SKPD

tahun 2018 sudah dikategorikan baik.

c. Analisis Pelaksanaan Anggaran Berbasis Kinerja Kegiatan

Penatausahaan Unit Layanan Pengadaan SKPD

Berikut ini akan disajikan analisis perbandingan standar harga,

RKA dan DPA untuk tahun 2017 pada tabel berikut :
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Tabel 4.11 Analisis Perbandingan Standar Harga, RKA dan DPA
Kegiatan Penatausahaan Unit Layanan Pengadaan

SKPD Tahun 2017
Standar Harga Satuan
Jenis Barang Harga
Sementara | RKA(Rp) | DPA (Rp)
A. Belanja Pegawai
1. Honorarium PNS
Tim pengadaan
barang dan jasa
SKPD
- Pengarah 500.000 500.000 500.000
- Penanggungjawab 450.000 450.000 450.000
- Staf pendukung 300.000 300.000 300.000
- Kelompok kerja 435.000 435.000 435.000
- Pejabat pengadaan 420.000 420.000 420.000
- Pejabat penerima 300.000 300.000 300.000
hasil pekerjaan
lingkup
Tim peneliti kontrak
- Ketua 200.000 200.000 200.000
- Anggota 175.000 175.000 175.000
Honorarium Operator
- Operator computer 750.000 750.000 750.000
system SIRUP
2. Honorarium Non 2.430.000 | 2.430.000 | 2.430.000
PNStidak tetap
B. Belanja Barang dan Jasa
1. Belanja Bahan Pakai
Habis
- Belanja alat tulis 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000
kantor
2. Belanja cetak dan
penggandaan
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Jenis Barang

Standar

Harga Satuan

- Belanja
penggandaan

Belanja makanan dan

minuman

- Makanan dan
minuman rapat

Belanja perjalanan

dinas

- Belanja perjalanan
dinas dalam daerah

6.750.000

10.000.000

$0.000.000

6.750.000

10.000.000

50.000.000

10.000.000

10.000.000

90.000.000

Sumber : Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi

Suiawesi Selatan tahun 2017

Adapun perbandingan standar harga RKA dan DPA untuk tahun

2018 akan disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 4.12 Analisis Perbandingan Standar Harga, RKA dan DPA
Kegiatan Penatausahaan Unit Layanan Pengadaan

SKPD Tahun 2018
| Standar Harga Satuan
Jenis Barang Harga
Sementara | RKA(Rp) DPA (Rp)
A. Belanja Pegawai
- Honorarium Non 2.647.000 2.647.000 2.647.000
PNSHidak tetap
B. Belanja Barang dan
Jasa
1. Belanja Bahan
Pakai Habis
- Belanja alat tulis 10.000.000 | 10.000.000 7.500.000
kantor
2. Belanja cetak dan
penggandaan
- Belanja 10.000.000 { 10.000.000 7.500.000
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Jenis Barang

Standar

Harga Satuan

penggandaan

3. Belanja makanan

dan minuman

- Makanan dan
minuman rapat

Belanja perjalanan

dinas

- Belanja
perjalanan dinas
dalam daerah

. Belanja kursus,

pelatihan,

sosialisasi dan

bimbingan teknis

- Belanja
bimbingan teknis
dan ujian
sertifikasi
pengadaan
barang dan jasa
pemerintah

- Belanja
workshop
penyusunan
dokumen
pengadaan
barang/jasa

10.000.000

70.000.000

100.000.000

60.000.000

10.000.000

70.000.000

100.000.000

60.000.000

7.500.000

77.556.000

100.000.000

60.000.000

Sulawesi Selatan tahun 2018

Sumber : Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi

Berdasarkan hasil analisis perbandingan standar harga satuan,

dengan harga satuan berdasarkan RKA dan DPA kegiatan
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penatausahaan pelayanan kehumasan SKPD dapat dilihat bahwa
pelaksanaan penyusunan anggaran belanja pada tahun 2017 dan
2018 telah sesuai dengan standar harga.

Adapun hasil penilaian kinerja yang dapat dilihat dalam tabel
berikut :
Tabel 4.13 Analisis Kinerja Pelaksanaan Anggaran Berbasis

Kinerja Kegiatan Unit Layanan Pengadaan SKPD
Tahun 2017

Realisasi

No.

Uraian

Target
Kinerja (%)

kinerja
(%)

Capaian
(%)

Banyaknya waktu
efektif yang tersedia
dalam rangka tertib
pelaksanaan proses
pengadaan barang
dan jasa SKPD

100

80

80

Jumiah peserta
Bimtek dan Ujian
Sertifikat Barjas
Pemerintah

100

100

100

Jumiah dokumen
informasi Rencana

umum Pengadaan

100

50

20

Rata-rata Capaian (%) 77

Sumber ;. Lakip Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2017

Berdasarkan tabel 4.13 dapat dilihat bahwa kinerja yang
dihasilkan sudah bisa di kategorikan baik dan dari hasil penyusunan

anggaran berbasis kinerja juga sudah baik serta sudah menggunakan
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batasan harga dan setiap belanja dalam pelaksanaan unit layanan

pengadaan SKPD.

Penitaian kinerja penyediaan unit layanan pengadaan SKPD pada

tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.14 Analisis Kinerja Pelaksanaan Anggaran Berbasis
Kinerja Kegiatan Unit Layanan Pengadaan SKPD

Tahun 2018
Target | Realisasi i
. o ] Capaian
No. Uraian Kinerja kinerja %)
(%) (%) ’
1. | Banyaknya waktu efektif
yang tersedia dalam rangka
tertib pelaksanaan proses 100 100 100
pengadaan barang dan jasa
SKPD
2. | Jumiah peserta Bimtek dan
Ujian Sertifikat Barjas 100 90 90
Pemerintah
3. | Jumlah dokumen informasi
100 100 100
Rencana umum Pengadaan
Rata-rata Capaian (%) 97

Sumber : Lakip Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018

Berdasarkan tabel 4.14 dapat dilihat % hasil capaian kinerja

sebesar 97% sehingga dapat disimpulkan bahwa kinerja unit layanan

pengadaan SKPD pada tahun 2018 sudah baik.




73

d. Analisis Penilaian Kinerja Kegiatan Penatalaksanaan KORPRI SKPD

Analisis ini bertujuan untuk menilai kinerja Dinas Perumahan
Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan
dalam melakukan kegiatan penatalaksanaan KORPRI SKPD.

Tabel 4.15 Perbandingan Standar Harga, RKA dan DPA Kegiatan
Penatalaksanaan KORPRI SKPD Tahun 2017

Standar Harga Satuan

Jenis Barang Harga
Sementara | RKA(Rp) | DPA(Rp)

A. Belanja Barang dan
Jasa
1. Belanja Bahan
Pakai Habis
- Belanja alat tulis | 2.500.000| 2.500.000 2.500.000
kantor
2. Belanja cetak dan
penggandaan
- Fotocopy 250 250 250
3. Belanja makanan
dan minuman
- Makanan dan 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000

minuman rapat

Sumber : Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi

Sulawesi Selatan tahun 2017

Dari tabel 4.15 menunjukkan bahwa penyusunan anggaran
belanja yang digunakan dalam pelaksanaan  kegiatan
penatalaksanaan KORPRI SKPD sudah sesuai dengan standar

harga.
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Selanjutnya akan disajikan perbandingan standar harga RKA dan

DPA untuk tahun 2018 sebagai berikut :

Tabel 4.16 Perbandingan Standar harga, RKA dan DPA Kegiatan
Penatalaksanaan KORPRI SKPD 2018

minuman rapat

Standar Harga Satuan
Jenis Barang Harga
Sementara | RKA(Rp) | DPA (Rp)
A. Belanja Barang dan

Jasa
1. Belanja Bahan

Pakai Habis

- Belanja alat tulis 2.500.000 | 2.500.000 | 1.875.000

kantor

2. Belanja cetak dan

penggandaan

- Fotocopy 250 250 250
3. Belanja makanan

dan minuman

- Makanan dan 15.000.000 | 15.000.000 | 11.250.000

Sumber : Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi

Sulawesi Selatan tahun 2018

Berdasarkan tabel 4.15 dan 4.16 dapat dilihat bahwa harga

satuan dalam penerimaan belanja pada kegiatan penatalaksanaan

KORPRI SKPD untuk tahun 2017 telah menggunakan standar harga

sebagai patokan dalam penerimaan harga satuan, namun untuk tahun

2018 penerimaan anggaran mengalami penurunan harga satuan.

Penilaian kinerja dalam pelaksanaan kegiatan penataiaksanaan

KORPRI SKPD yang dapat dilihat pada tabel berikut :
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Tabel 4.17 Penilaian Kinerja dalam Pelaksanaan Kegiatan
Penatalaksanaan KORPRI SKPD Tahun 2017

Target | Realisasi )
. o Capaian

No. Uraian Kinerja kinerja %)
(%) (%) ’

1. Jumiah dokumen partisipasi
SKPD dalam pelaksanaan 100 80 80

kegiatan KORPRI

Rata-rata Capaian (%) 80

Sumber : Lakip Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2017

Berdasarkan tabel 4.17 yaitu hasil penilaian kinerja dalam
pelaksanaan kegiatan penatalaksanaan KCRPRI SKPD pada tahun
2017 dapat dilihat bahwa capaian kinerja sebesar 80%, hal ini dapat
diartikan bahwa pelaksanaan penyusunan anggaran berbasis kinerja

sudah dilakukan dengan baik.
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Penilaian kinerja penatalaksanaan KORPR! SKPD pada tahun

2018 dapat dilihat dari tabe! berikut :

Tabel 4.18 Penilaian Kinerja dalam Pelaksanaan Kegiatan
Penatalaksanaan KORPRI SKPD 2018

Target | Realisasi )
. . o Capaian
No. Uraian Kinerja kinerja %)
(%) (%) ’
1. Jumlah dokumen partisipasi
SKPD dalam pelaksanaan 100 100 100
kegiatan KORPRI
2. Jumlah Pelaksanaan
. 100 100 100
Kegiatan KORPRI
Rata-rata Capaian (%) 100

Sumber : Lakip Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018

Berdasarkan tabel 4.18 maka dapat disimpulkan bahwa kinerja

pelaksanaan kegiatan penatalaksanaan KORPRI

dilakukan dengan sangat baik.

SKPD sudah




Dan Konsultasi SKPD
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e. Analisis Penilaian Kinerja Kegiatan Penatausahaan Simpul Koordinasi

Berikut ini akan disajikan analisis perbandingan standar harga,

RKA dan DPA tahun 2017 yang dapat dilihat melalui tabel berikut ini :

Tabel 4.18 Perbandingan Standar Harga, RKA dan DPA Kegiatan
Penatausahaan Simpul Koordinasi dan Konsultasi

SKPD Tahun 2017
Standar Harga Satuan
Jenis Barang Harga
Sementara | RKA(Rp) | DPA (Rp)
A. Belanja Pegawai
1. Honorarium PNS
- Pengarah 1.750.000 1.750.000 1.750.000
- Penanggung 1.500.000 1.500.000 1.500.000
jawab
- Ketua 1.250.000 1.250.000 1.250.000
- Wakil ketua 1.100.000 1.100.000 1.100.000
- Sekertaris 950.000 950.000 950.000
- Anggota 1V 850.000 850.000 850.000
- Anggota lll 700.000 700.000 700.000
- Anggota Il 550.000 §50.000 550.000
2. Honorarium Non 2.430.000 2.430.000 2.430.000
PNS/tidak tetap
B. Belanja Barang dan
Jasa
1. Belanja Bahan
Pakai Habis
- Belanja alat tulis | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000
kantor
2. Belanja jasa kantor
- Belanja 5.000.000 5.000.000 5.000.000
dokumentasi
3. Belanja cetak dan
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Jenis Barang

Standar

Harga Satuan

penggandaan
- Belanja
penggandaan
4. Belanja makanan
dan minuman
- Makanan dan
minuman rapat
- Makanan dan
minuman tamu
5. Belanja perjalanan
dinas
- Belanja
perjalanan dinas
dalam daerah
- Belanja
perjalanan dinas

{uar daerah

10.000.000

40.000.000

30.000.000

195.000.000

400.000.000

10.000.000

40.000.000

30.000.000

195.000.000

400.000.000

10.000.000

55.000.000

45.000.000

195.000.000

300.000.000

Sumber : Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi

Sulawesi Selatan tahun 2017

Dari' tabel 4.19 menunjukkan bahwa penyusunan anggaran

belanja yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan penatausahaan

simpul koordinasi dan konsultasi SKPD sudah sesuai dengan standar

harga.
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Selanjutnya akan disajikan perbandingan standar harga RKA dan

DPA untuk tahun 2018 sebagai berikut :

Tabel 4.20 Perbandingan Standar Harga, RKA dan DPA Kegiatan
Penatausahaan Simpul Koordinasi dan Konsultasi
SKPD tahun 2018

Jenis Barang

Standar
Harga
Sementara

Harga Satuan

RKA (Rp)

DPA (Rp)

A. Belanja Pegawai
- Honorarium Non
PNS/tidak tetap
B. Belanja Barang dan
Jasa
1. Belanja Bahan
Pakai Habis
- Belanja alat tulis
kantor
- Belanja alat tulis
kantor Raker
Lingkup SKPD
- Belanja alat tulis
Rakor SKPD
2. Belanja jasa kantor
- Belanja
dokumentasi
3. Belanja cetak dan
penggandaan
- Belanja
penggandaan
- Belanja
penggandaan
Raker lingkup
SKPD
- Betanja

2.647.000

30.000.000

30.000.600

30.000.000

5.000.000

10.000.000

10.000.000

10.000.000

2.647.000

30.000.000

30.000.000

30.000.000

5.000.000

10.000.000

10.000.000

10.000.000

2.647.000

23.575.000

29.675.000

29.675.000

3.750.000

7.500.000

10.000.000

10.000.000
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Jenis Barang

Standar

Harga Satuan

penggandaan

Rakor SKPD

. Belanja makanan

dan minuman

- Makanan dan
minuman rapat

- Makanan dan
minuman rapat
Raker lingkup
dan rapat Rakor
SKPD

- Makanan dan
minuman tamu

. Belanja perjalanan

dinas

- Belanja
perjalanan dinas
dalam daerah

- Belanja
perjalanan dinas
luar daerah

. Belanja kursus,

pelatihan,

sosialisasi dan

bimbingan teknis

- Rapat koordinasi
lingkup SKPD

40.000.000

25.000.000

30.000.000

195.000.000

400.000.000

100.000.000

40.000.000

25.000.000

30.000.000

195.000.000

400.000.000

100.000.000

30.000.000

25.000.000

22.500.000

185.112.500

258.800.000

100.000.000

Sulawesi Selatan tahun 2018

Sumber : Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi
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Berdasarkan tabel 4.19 dan tabel 4.20 dapat dilihat bahwa harga
satuan dalam penerimaan belanja untuk kegiatan penatausahaan
simpui koordinasi dan konsultasi SKPD sudah sesuai pada tahun
2017 dan tahun 2018 telah menggunakan standar harga sebagai
patokan dalam penerimaan harga satuan.

Penilaian kinerja pada pelaksanaan kegiatan penatausahaan
simpul koordinasi dan konsultasi SKPD dapat dilihat pada tabel
berikut :

Tabel 4.21 Penilalan Kinerja dalam Pelaksanaan Kegiatan
Penatausahaan Simpul Koordinasi dan Konsultasi

SKPD Tahun 2017
Target | Realisasi .
), Capaian
No. Uraian Kinerja kinerja %)
(]
(%) (%)
1. Banyaknya waktu efektif
dalam pemantapan
pe- E 100 80 80
koordinasi kinerja program
dan kegiatan SKPD
2. Jumlah peserta Rapat Kerja
_ 100 71,43 71,43
Lingkup SKPD
3. Jumlah peseria Rapat
\ 100 7143 71,43
Koordinasi SKPD
Rata-rata Capaian (%) 74,29

Sumber : Lakip Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2017

Berdasarkan tabel 4.21 yaitu hasil penilaian kinerja dalam
pelaksanaan penatausahaan simpul koordinasi dan konsultasi SKPD
pada tahun 2017 dapat dilihat bahwa capaian kinerja sebesar 74,29,
sehingga dapat diartikan bahwa pelaksanaan penyusunan anggaran

berbasis kinerja sudah dilakukan dengan baik.



82

Penilaian kinerja penatausahaan simpul koordinasi dan konsultasi
SKPD pada tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 4.22 Penilaian Kinerja dalam Pelaksanaan Kegiatan
Penatausahaan simpul koordinasi dan konsultasi

SKPD tahun 2018
Target | Realisasi .
) o _ Capaian
No. Uraian Kinerja kinerja %)
% | (%) ’
1. Banyaknya waktu efektif
dalam pemantapan
i pe o pa 100 100 100
koordinasi kinerja program
dan kegiatan SKPD
2. Jumtah peserta Rapat Kerja
i 100 71,43 71,43
Lingkup SKPD
3. Jumlah peserta Rapat
= 100 71,43 71,43
Koordinasi SKPD
Rata-rata Capaian (%) 80,95

Sumber : Lakip Dinas Perumahan Kawasan Parmukiman dan Pertanghan
Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018

Berdasarkan tabel 4.22 maka dapat disimpulkan bahwa kinerja
pelaksanaan kegiatan penatausahaan simpul koordinasi dan
konsultasi SKPD sudah dilakukan dengan baik. Dimana setiap
kegiatan yang dilakukan sudah cukup efektif dan sumber dana sudah
dibelanjakan menurut kegiatan dan selain itu sudah menggunakan

standar keuangan dalam penggunaan RKA dan DPA.

3. Analisis Penyusunan Anggaran Belanja Daerah
Penyusunan anggaran belanja daerah berbasis kinerja pada Dinas
Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi

Selatan telah sesuai dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011 tentang
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Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dengan tahapan penyusunan

dan jadwal sebagai berikut :

1.

2.

10.

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (akhir bulan Mei)
Penyampaian KUA dan PPAS oleh Ketua Tim Anggaran Pemerintah
Daerah kepada kepala daerah (Minggu 1 bulan Juni)

Penyampaian KUA dan PPAS oleh kepala daerah kepada DPRD
(Pertengahan bulan Juni)

KUA dan PPAS disepakati antara kepala daerah dan DPRD (Akhir
bulan Juli)

Surat edaran kepala daerah perihal pedoman RKA-SKPD (Awal bulan
Agustus)

Penyusunan dan pembahasan RKA-SKPD dan RKA-PPKD serta
penyusunan rancangan APBD (Awal Agustus sampai dengan akhir
September)

Penyampaian rancangan APBD kepada DPRD (Minggu pertama
bulan Qktober)

Pengambilan persetujuan bersama DPRD dan kepala daerah (Paling
lama 1 bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan)

Hasil evaluasi Rancangan APBD (15 hari kerja bulan Desember)
Penetapan Perda APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang
Penjabaran APBD sesuai dengan hasil evaluasi (Paling lambat akhir
Desember)

Kemudian hasil penelitian yang diperoleh akan dibandingkan dengan

peraturan yang berlaku, dari hasil penelitian penyusunan anggaran

belanja daerah pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan
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Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan telah sesuai dengan Permendagri
No. 21 Tahun 2011 yakni mulai dari penyusunan Renja (Rencana Kerja),
Kebijakan Umum APBD (KUA), penentuan Prioritas dan Plafon Anggaran
(PPA) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang kemudian
dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) seria

penetapan Perda APBD.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa
pelaksanaan proses penyusunan anggaran pada Dinas Perumahan Kawasan
Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan diawali dengan
membuat rencana kerja unfuk menentukan prioritas dan plafon anggaran
sementara. Prioritas dan plafon anggaran sementara tersebut dijadikan sebagai
dasar dalam membuat rencana kerja dan anggaran sementara dalam
pelaksanaan anggaran.

Dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja pada Dinas Perumahan
Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan telah sesuai
dengan Permendagrti No. 21 Tahun 2011.

Dari hasil analisis penyusunan anggaran berbasis kinerja pada Dinas
Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan
pada kegiatan yaitu :

a. Kegiatan penatausahaan administrasi dan pemeliharaan prasarana-sarana
perkantoran

b. Kegiatan penatausahaan pelayanan kehumasan SKPD

¢. Kegiatan penatausahaan unit layanan pengadaan SKPD

d. Kegiatan penatalaksanaan KORPRI SKPD

e. Kegiatan penatausahaan simpul koordinasi dan konsultasi SKPD
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Dari kegiatan tersebut telah menunjukkan bahwa setiap kegiatan dilakukan
dengan baik, selain itu sumber dana yang sudah ditentukan dalam analisis
belanja sudah sesuai, adapun ketidaksesuaian anggaran pada DPA itu dilakukan
agar kinerja bisa mencapai target dan penyusunan anggaran berbasis kinerja

sudah efektif.

. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan sehubungan dengan hasil penelitian
adaiah sebagai berikut :

1. Disarankan kepada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan
Pertanahan agar dalam melaksanakan penyusunan anggaran, maka
sebaiknya diharapkan adanya keterlibatan atau partisipasi dari setiap
pegawai dalam melakukan proses penyusunan anggaran yang berbasis
kinerja.

2. Disarankan kepada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan
Pertanahan untuk lebih meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam
penyusunan anggaran, sehingga kinerja dari setiap kegiatan dapat lebih

ditingkatkan dimasa yang akan datang.
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LAMPIRAN 22

BIOGRAFI PENULIS

Musdalifa Kusuma R panggilan Ifa Lahir di Belajen. Pada
Tanggal 31 Maret 1997 dari pasangan suami istri Bapak
Kusuma dan Ibu Kartika. Peneliti adalah anak kedua dari
6 bersaudara. Peneliti sekarang bertempat tinggal di
Jin.Sahabat 3, Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar.
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